
PERU BA 

Menimbang 

Mengingal 

BUPATI PINRANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR (5 TAHUN 2024 

TENTANO 

ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TATA CARA PENGAU)KASJAN DAN PENYAWRAN 

ALOKASJ DANA DESA 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), 
e.yat (51 dan Pau.l 99 e.yat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang· 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana 
telah diubah bcberapa ka1i terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha 
Milik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penyaluran Alokasi Dana Desa. 

b. bahwa dalaln rangka penyesuaian kebijakan pengalokasian 
dan penyaluran Alokasi Dana Desa perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pinrang tentang Perube.han Atas 
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 
Tata Cara Pengalckaeian Dan Penyaluran Alokasi Dana 
De ... 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebaga.imana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - Undangan (Lembanm Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); I 

---- 



Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PINRA.NG 

PROVINS! SULAWESI SELA.TAN 

PERATURAN BUPATT PINRANG 
NOMOR TAHUN 2024 

TENT ANG 

ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
ANO TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 

ALOKASI DANA DESA 

DENOAN RAHMATTI.JHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANO, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa.l 96 ayat (4), 
ayat {5) dan Pasa.l 99 ayat (2) Peraturan Pemcrintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Pcraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deee, sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sadan Uaaha 
Milik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pcngalokasian dan 
Penya.Juran Alokasi Dana Desa. 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan pengalokasian 
dan penya.luran Alokasi Dana Desa perlu menctapkan 
Pemturan Bupati Pinrang tentang Perubahan At.as 
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 
Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana 
0eM. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-unclangan (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Penmdang - Undangan !Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); t 



unsur pcnyclcnggara 
uru= pemertntahan 
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Pasal I 

Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
Kabupaten Pinrang. 

adalah Bupati aebagru 
Dacrah yang mcmimpin pclaksanaan 

kcwcnanga.n daerah otonom. 

MEMU11JSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 
ALOKASI DANA DESA 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa 
(Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia Nomor 
5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndoneaia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapa kalJ terakhir denga.n Peraturan Pemcrintah Nomor 
1 I Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
6623): 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengc!olaan Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara Repub!ik 
lndoneaia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik lndoncaia Nomor6322); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 
6); 

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 
tcntang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor SJ. 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 
tcntang Angganm Pcndapatan dan Belanja Dacrah 
Kabupeten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lemba.ran 
Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2023 Nomor 5 ); 

6 dan angka 7 Pasal I disisipkan I (satu) angka yakni angka 
bahkan I angka yakni angka 35 dan angka 36 sehingga Pasal I 

. bcrikut: 

Pasal I 
Beberapa ket tuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Nomor 2), 
rikut: 

Dalam Peratu 
I. 
2. 

I. 

berbunyi 



penyelenggara 
pemerintahan 

f 

Pasal I 

MEMU1USKAN : 

PERATURAN BUPA11 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR :2 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 
ALOKASJ DANA DESA 

Pa""1 I 
Peraturan Bupali Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Nomor 2), 
rikut: 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495): 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana te\ah diubah 
beberapa kali tera.khir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Hornor 
6623); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 
6): 

7. Peraturan Daerah Kabupe.ten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor SJ. 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Oaerah Kabupaten PinrangTahun 2023 Nomor 5 ); 

6 dan angka 7 Pasal I disisipkan I (satu) angk:a yakni angka 
bahkan I angka yakni angka 35 dan angka 36 schingga Pasal I 

· berikut: 

Bupati ini yang dimaksud dengan : 
Kabupaten Pinrang. 

Oaerah adalah Bupati sebagai unsur 
n Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan 
i kewenangan daerah otonom. 

Beberapa ket 
tentang Tata 
diubah sebag 

I 

Dalam Peratu 
I Daerah ad 
2. 



3. Bupati a 
4. Dinas a 
5. Camat 

6. 

7. 

8. 

9. 

pimpinan 
12. Kepala U 

berkedud 
PPKD. 

Kemasyar 
Desa.yang 
dalazn me 

kemasy 
disetiap 
dalam me 

h Bupati Pinrang. 
Dinas Pemberdayaan masyaraka.t dan desa kabupaten pinrang. 

u sebutan lain adalah pemimpm dan koordinator penyelenggaman 
an di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 

h pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk 
aebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas 

erintahan. 
kesa.tuan masyarakat hukum yang memihki batas wilayah yang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
masyaraka.t setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

an/atau hak tradisional yang diakui dan drhorrnati dala.m system 
an Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

· · adalah sebuah konsep pembangunan di tingkat desa. yang 
kan partisipalll dan kemandirian masyarakat dalam mengelola 

lokal dan meningkatkan kesejahteraan. 
Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 

Pemerintahan Deaa. 
adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

iiben untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. 
usyawaratan Deso, yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
g melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wtlayah 
kan secara demokratis. 

sa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalazn Sekretariat 

unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
ang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
, yang terdiri dari aekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi 
usun; 
sa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 

kretariat Desa yang menjalankan tugas koordinator PPKD. 
, yang selanjutnya disebut kaur, adalah Perangkat Desa yang 
sebagai unsur star sekreta.riat Desa yang menjalankan tugas 

yang selanjutnya disebut kasi adalah Perangkat Desa yang 
sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

n adalah Perangkat Desa yang bcrkedudukan sebagai unaur 
e kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam 
tugasnya di wila.yahnya. 

yang selanjutnya disingkat RW adalah bagilm da.ri Lembaga 
tan Des.e. yang terdiri dari bebcrapa kelompok RT di suatu 
rtugas untuk membantu pemerintah deaa dan merupakan mitra 
rdayakan masyarakat desa. 

gga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari lembaga 
tan desa yang menghimpun bebcrapa Kepala Keluarga atau KK 

untuk membantu pemelintah desa dan merupakan mitm 

1 
rdayakan masyarakat desa. 



3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

pimpinan 
12. Kepala U 

berkedud 
PPKD. 

aatuan tu 
pelakaan 

15. Rukun W 

dalam me 
16. Rukun Tc 

kemasy 
disctiap 
dalam me 

ah Bupati Pinrang. 
Dinas Pembcrdayaan masyarakat dan desa kabupatcn pinrang. 

u sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara.an 
an di wilayah kerja kecamatan yang dalatn pelaksanaan tugasnya 
h pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk 

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas 
erintahan. 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataa wilayah yang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
masyarakat setempat bcrdasarkan prakaraa masyarakat, hak 

an/atau hak tradiaional yang diakui dan dihormati dalrun system 
an Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
iri adalah sebuah konsep pembangunan di tingkat desa yang 

partisipasi dan kemandinan masyarakat dalam mengelola 
a lokal dan meningkatkan kesejahteraan. 
Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 

Pemerintahan Desa. 
adalah pejabat Pcmerinta.h Desa yang mempunyai wewenang, 

ewejjban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. 
usyawaratan Desa, yang selanjutnya diaingkat BPD adalah 

g metaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
wa.kil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
kan secara demokratis. 

sa adalah unsur star yang membantu Kepa.la. Desa dalam 
Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sektttariat 

unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksa.naan 
ang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
, yang terdiri dari sckretaris desa, kepa.la urusan, kepala sck81 
usun; 
sa 11.dalah Perangkat Desa yang berkedudukan scbagai unsur 

kretariat Desa yang menjalankan tugas koordinator PPKD 
, yang sclanjutnya diaebut kaur, adalah Perangkat Dcsa yang 
scbagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas 

yang selanjutnya disebut kasi adalah Perangkat Desa yang 
scbagei pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

n adalah Perangkat Dcaa yang berkedudukan scbagai unsur 
s kewilayahan yang bertugaa membantu Kcpala Dcsa dalam 
tugasnya di wilayahnya. 

yang sclanjutnya disingkat RW adalah bagian dari Lcmbaga 
tan Desa yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu 
rtugas untuk membantu pemerinta.h desa dan merupakan mitra 

ayakan masyarakat desa. 
gga yang sclanjutnya disingkat RT adalah bagian dari lembaga 
tan desa yang menghimpun beberapa Kepala Ketuarga atau KK 

untuk mcmbantu pemcrintah dcsa. dan merupakan mitra ! rdayakan maayarakat desa. 



dengan 
berhubu 

20. Pengclol 

rekening 
untuk 
pengclu 

22. Rekenmg 
tempat 
penerima 
yang dite 

23. Alokasi 

pendudu 
kesulitan 

26. Penghasil 
yang dit 
ditetapka 

27. Tunjan 

BPJS 
menyelen 

31. luran J 

sa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan o!eh 
setelah dibahas dan discpakati bersama Sadan 

a.ratan Desa. 
dapatan dan Belanja Desa., yang sclanjutnya discbut APBDesa, 

cana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan 
rsama oleh Pemerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa 

pkan dengan Peraturan Desa. 
Desa adalah semua hak dan kcwajiban Desa yang dapat dinilai 

g serta scgala sesuatu berupa uang dan barang yang 
dengan pelaksanaan hak dan kcwajiban Dcsa.. 

Keuangan Dcaa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
pelaksanaan, penatausahaan, pelapora.n dan 

gjawaban keuangan Desa. 
s Umum Daerah yang selanjutnya dis.ingkat RKUD adalah 

mpat penyimp&nan usng daerah yang ditentukan oleh Bupat.L 
pung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

daerah pada bank yang ditetapkan. 
s Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 

yimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
Oesa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank 
kan. 
a Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
a kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sctelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
adalah alokasi yang dihitung berdasarkan perscntase lertentu 
ADD yang dibagi merata kepada setiap Desa. 

ula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 
Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Dcaa dan tingkat 
""""fis Desa sctiap Desa. 

tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan sah 
setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 

tiap tahun dalam APBDesa. 
Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan 
asilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat 
melaksanakan tugas pokok dan rungsinya dianggarkan dalam 

an Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
ntuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa. 
emasyarakatan Desa adalah \embaga yang dibentuk oleh 
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah 

memberdayak.an ma.syarakat. 
elenggara Jaminan Soaia.l Kesehatan yang selanjutnya disingkat 

hatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
arakar program Jaminan Keaehatan. 
an Kesehatan yang aelanjutnya disebut luran adalah sejumlah 
ibayarkan aecara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerjo, dan/atau 
pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan l 



17. Peratura 
Kepala 
Pcnnusy 

18. Anggara 
adalah r 
disetujui 
yang dite 

19. Keuanga 
dengan 
berhubu 

20. Pcngelo\ 

21. Rekening 
rekening 
untuk 
pengelu 

dari an 
25. Alokasi F 

pendudu 
kesulitan 

26. Pcnghasil 
yang ditc 
dnetap 

27. Tunjan 
eelain 

28. Pcmbangu 
kehidupa 

29. Lernbaga 

Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
sctelah dibahas dan disepa.kati bersama Badan 

aratan Desa. 
ndapatan dan Belanja Desa, yang sclanjutnya disebut APBDesa, 

ca.na keuangan tahunan Pemerinta.han Desa yang dibahas dan 
".'=� oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

kan dengan Peraturan Desa. 
Desa adalah semua hak dan kewajiban Oesa yang dapat dinilai 

g serta scga1a sesuatu berupa uang dan barang yang 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Oesa. 

Kcuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
pelaksanaan, penatausahaan, pelapomn dan 

gjawaban keuangan Desa. 
s Umum Daerah yang selanjutnya diaingkat RKUD adalah 

mpat penyimpanan uang dacrah yang ditcntukan oleh Bupe.ti 
ampung seluruh penerirnaan dacrah dan rnembayar seluruh 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

Dacrah yang sclanjutnya dtetngkat RKD adalah rekening 
yimpanan uang Pcrncrinta.h Desa yang menampung seluruh 
Desa dan untuk membayar seluruh pcngcluaran Desa pada bank 
kan. 
a Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 

kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tclah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
ada.lah alokasi yang dihitung berdaaarkan persentase tcrtcntu 
ADD yang dibagi merata kcpada setiap Desa. 

ula adalah alokasi yang dihttung dengan memperhatikan Jumlah 
sa, angka kemislonan Desa, Juas wilayah Dcaa dan tingkat 

fis Desa setiap Desa. 
tetap Kepala Desa dan Pcrangkat Dcsa adalah penerimaan sah 

setiap bulan oleh Kepala Oesa dan Pcrangkat Desa yang 
tiap tahun dalam APBDesa. 
epala Desa dan Pcrangkat Desa adalah tamb&han penghasilan 
asilan tetap yang drberikan kepada Kepala Desa. dan Perangkat 
melaksanakan tugas pokok dan rungsinya dianggarkan dalam 

n Desa adaJah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
ntuk sebeear-besamya kesejahtcraan masyarakat Deaa. 
masyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 
sesuai dcngan kebutuhan dan merupakan mitra pemcrintah 
cmberdayakan masyanl1c.at 

lenggara Jaminan Sosia1 Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
hatan adaJah badan hukum yang dibentuk untuk 
,a,� program Jaminan Kesehatan. 

Kesehatan yang selanjutnya disebut Juran adaJah sejumlah 
ibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau 
pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan 

t 



jaminan 
33. Pemberd 

adalah o 
berpartis 
program 

34. Siteman 

2. 

( I) 

(2) 

(31 
a. 

l. 

2. 

b. 

yelcnggara Jaminan Sosial Kctenagakerjaan yang selanjutnya 
PJS Ketenagakcrjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk 
garekar; program jaminan kecclakaan kerja, jaminan kemanan, 

· tua, dan jaminan pcnsiun. 
Ke&ejahteraan Keluarga yang eelanjutnya disingkat PKK, 

isui kemaayarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut 
si dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 

kok"-nya. 
sa adalah sistem tcrpadu melayani desa, yang sclanjutnya discbut 
sa adalah aistem aplikasi terintegmsi yang dibangun dinas 

masyarakat dan desa untuk membenkan kemudahan dalam 
an pcrmohonan pencairan alokasi dana desa. 

sebuah bentuk pcnghargaan atau apresiasi yang seseonmg 
s prcstasi atau keberhasilan yang telah mereka capai 

on Tonai adalah mekanismc atau cara. bayar transaksi yang tidak 
ukan uang fisik. 

t {2) dan ayat (3) Pasal 3 ditarnbah I {aatu) ayat yakni ayat (2a) 
3 berbunyi sebagai berikut: 

Pa,a13 

Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan 
rah sctiap tahun anggaran. 

aimana dimaksud pada ayat (l) dibagi kcpada setiap Oesa dengan 
bangkan: 
an penghasilan teta.p Kepala Oesa dan Perangkat Oesa; dan 

penduduk Deaa, angka kemiskinan Desa, Juas wilayah Desa, dan 
kesulitan geografis Dcsa. 
pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemberian 

· desa berstatus mandiri maka pa.gu ADD drhitung setelah 
saran anggaran untuk pemberian reward. 

bagian rincian ADD, sebagai berikut : 
'tung variabel pembagi a.lokasi sebagai berikut: 

Alokasi Dasar, dengan rumus: 

Alokasi Dasar • 90% x Pagu ADD Kabupa!e11 Pinrang 
u Bagian Formula, dengan rumus: 

Bagia11 Formula• 10% x Pagu ADD Kabupoten Pinrorig 

tung bagian ak>kasi daear ADD setiap Oeaa, dengan rumua : 
Pagu Alokasi Da&aT 

Jumlah Desa se Kab. Pinrang 

i 



I Jurnlah Desa sc Kab. Pinrang 

t (2) dan ayat (3) Pasal 3 diwnbah l (satu) ayat yakni ayat (2a) 
3 bcrbunyi scbagai bcrikut: 

Pasa.1 3 

Daerah mengaloka!likan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan 
rah aetiap tahun anggaran. 

am=� dimakeud pada ayat (!J diba.gi kepacla aetiap Desa dengan 
bangkan: 
an pengha.silan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 

penduduk Deaa, angka kemiskinan Deaa, luas wilayah Desa, dan 
keaulitan geografia Desa. 
pemerintah Daerah mengaiokasikan anggaran untuk pemberian 

· desa berstatus mandrri maka pagu ADD dihitung aetelah 
saran anggaran untuk pemberian reward. 

bagian rincian ADD, aebagai berikut : 
itung variabel pembagi alokasi sebagai berikut: 

Alokasi Dasar, dengan rumus: 

Aioka.s1 Dasar - 9096 x Pagu ADD Kabupaten Pinrang 

yelenggara Jaminan Sosial Ketenag.akerjaan yang selanjutnya 
PJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibcntuk 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk 
garakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 

· tua, dan jaminan pensiun. 
Kescjahtcraan Keluarga yang sclanjutnya d1singkat PKK, 

niaasi kemaaya.rakatan yang memberdayakan wanita untuk turut 
si dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "IO 

kok"-nya. 
sa adalah sistem terpadu melayani desa, yang selanjutnya discbut 
aa adalah siatem aplikaai terintegrasi yang dibangun dinaa 

maayarakat dan desa untuk memberikan kcmudahan dalam 
an pennohonan pencaira.n alokaai dana desa. 
ah scbuah bentuk penghargaan atau apresiasi yang scaeorang 
a preataai atau kebcrhaailan yang telah mereka capai. 

on Tunai adalah mekaniamc atau cara bayar transakai yang tidak 
kan uang fiaik. 

u Bagian Formula, dengan rumua: 

Bagion Formula - IO%x Pagu ADD Kabupaten Pinrang 

"tung bagian alokaai dasar ADD setiap Deaa, dengan rumua: 
Pagu Alokaai Daaar 

•• 

32. Badan 

I. 

Siteman 
pemberd 
ha! pen 

35. Reward 
dapatkan 

36. TTanaaka 

b. 

2. 

2. 

(I) 

12) 

(3) 



,. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

•• 

b. 

3. 

(I) Penyaluran 
kc RKD. 

(2) ADD ae 
i. 
2. 
3. 

ilung bagian alokasi formula ,.DD sctiap Desa dengan urutan 
· bcrikut: 

sio jumlah pcnduduk Dcsa (Rasio JP), dengan rum us: 
. Jumlah pmduduk desa 10/P e 

total pemtuduk dtsQ kabupatrn Pinrang 

bot jumlah pcnduduk Oeu (Bobot JP), dengan rum us: 
botJP• 10%xRasloJP 

re jumlah penduduk miskin Desa (Ras10 JPMJ, dengan rumu:,: 
I jumlali penduduk mis kin des a o/PM • . 

total pend uduk mb"km dtsa kabupaten pinrang 

botjumlah pcnduduk mis.kin Desa (Bobot JPM), dengan rumus: 
bat/PM= 40%xRasioJPM 

aio Juaa wilayah Desa (Ramo LW). dengan rumus: 

-���= ''c '0;•c•c'c ·,.,,c.,,=-d='c'c"c..,��­ lo lW == 
total luas wi/ayah des a Kah. PinTang 

bot luas wilayah Cesa (Bobc>t LWI, dengan rumua: 
t LW • 20% x Ras to LW 

sio indeks kesulitan geografia Desa (Rasio IKGJ, dengan rumus: 
io IKG"' /ICC 

to<•I IIC(i o.,a Ublbo"'"" 

t indeks kesulitan geografis Oesa {Bobot IKG), dengan rumus: 
tfKG= 30%xRaswlKG 

bobot, dengan rumus: 
I Babat= Bobat}P + Bobotf PM+ Bobot LW + Bobot /KG 

alokasi formula, dengan rumus: 
lokasi Formula .. Total Bobot :.c Pagu Bag/an Formula 

g ADD setiap Dcsa, dengan rumus: 

ana Oesa = Alokasi Oasar + Alokasi Formula 

4 ditambah l (satu) a,yat yakni a,yat (4), aehingga Pasal 4 
unyi sebaga.i berikut· 

PaMI< 

dcngan car-a Pemindahbukuan dari RKUD 

a dimaksud pada ayat (I) terdiri dari 
ler ADD; 

tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Oc8il; dan 1 Anggota BPD. 



,. 
I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

b. 

3. 

(!) Penyalu 
kc RKD. 

2. 
3. 

itung bagian alokasi formula ADD setiap Dcsa dengan urutan 
· berikut: 

sio jumlah pcnduduk Dcsa (Rasio JP), dengan rum us: 
jumlah �ndtu:iuk dtsa 

io IP = ;:;:;c;::'i,:,::;:':,:;::::i:cc::::::'::..a:::::::: total Pfflduduk dtsa kabupatm Pinrang 

bot jum!ah penduduk Dcsa (Bo bot JP), dengan rum us: 
bot]Pz 10%.r:Raslo/P 

sio jumlah penduduk misk:in Desa (Rasio JPM), dengan rumus: 
Jumlah penduduk mis kin dtsa io/PM� -��-"c":CC:"-:=:c;=c;:cc:=::=:=c=-��� 

total pmd uduk mlsk{n dtsa kabupaten pinrang 

botjumlah penduduk misldn Dcsa (Bobot JPM), dengan rumus: 
bot/PM= 40%xRasWJPM 

sio luaa wilayah Desa (Raaio LW), dengan rumua: 
luus wilayah desa 

loLW= ;:;;;;-;;::,:'::;::;:c;;;"i.:':c;;:sc;;;::::;:::: total luas wilayah desa Kab. Pinrung 

bot luas wilayah Ocaa (Bobot LWJ, dengan rumua: 
bot LW = 20% x Rasfo LW 

s10 indeks kesulitan geografis Dcsa (Rasio JKOI, dengan rumus: 
lo /KG• IKC 

f<>fal IKC .OU<111'<111.1'h1"'!1J1 

bot indeks kesulitan geografis Dcsa (Bobot !KG), dengan rumus: 
bot /KG = 30'M, x Rasio /KG 

ta.I bobot, dengan rumus: 
I Bobot"" BobotJP + BobotJPM + Bobot LW + Bobot /KG 

alokasi formula, dengan rumus: 
lokasl Formula"' Total Bobot x Pagu. Bogian Formula 

g ADD setiap Desa, dengan rumua: 

ana Deso'"' Alokasi Oasar + Alokasi Formula 

Pasa.l 4 ditambah I (satu) ayat yakni a.yat (41, achingga Pasal 4 
bunyi sebagai beriku.t: 

Pasal 4 

ADD dilakukan dengan cara Pcmindahbukuan dari RKUD 

mena dimaksud pada ayat (11 terdiri dari 
lerADD; 

Ian tetap dan tunjangan Kepala Desa, Pcrangkat Deea; dan 
Anggota BPD. ' 



•• 

' (4) Penyalu 
rnandiri 
a. tahap 
b. tahap 

4. 

•• 
b. 

,. 

•• 
JUni 

b. tahap 
(2) Mekanism 

dimakaud 
a. tahap 

dilaku 
b. 

,. 
(2a) Mekanis 

dimaksu 
mandin 
a, 

b. 

(3) 

ADD sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara 
ngan ketentuan aebagai berikut: 
sebcsar 40o/o (empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Dcaa, 
sebesar 40o/o(empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa;dan 

I sebesar 20% (dua puluh pereen] dari pagu ADD setiap Desa. 

ADD sebagaimana dimakaud pada ayat (2), untuk desa beratatus 
lean secara bertahap, dengan ketentuan l5Cbagai bcrikut: 

sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu ADD setiap Dcsa;dan 
sebesar 40% (empat puluh persen] dari Pagu ADD setiap Dcsa. 

at (I) dan ayat (2) Pasal 5 ditambah I {aatuJ ayat yakni ayat (la) 
ayat (2) dan ayat {3) di tam bah I (satu) ayat yakni ayat (2a), 

.sal 5 berbunyi sebagai berikut: 

"""s 
penyaluran ADD reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

I sebagai berikut : 
dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan 

n bcrkenaan: 
dilakukan paling cepat bulan maret dan paling Iambe.t bulan 

tahun berkenaan; dan 
dilakukan paling cepat bulan Juni tahun berkenaan. 
penyaluran ADD rcguler sebagaimana dimakaud dalarn Paaal 4 

1,untuk desa berstatus mandiri aebagai berikut: 
dilakukan paling cepat bulan janurui dan paling lambat bulan 

n berkenaan; 
ilakukan paling cepat bu Ian juni tahun berkenaan. 

nyaluran ADD penghasilan tetap dan tunjangan aebaga.imana 
Pasal 4 ayat (2) angka 2 dan 3 sebagai berikut : 

meliputi bulan kesatu sampai dengan bulan kelima yang 
setiap bulan berkenaan; 

meliputi bulan keenam sampai dengan bulan ke&epuluh yang 
setiap bulan berkenaan; 

meliputi bulan kesebelas sampru dengan bulan keduabelas yang 
setiap bulan berkenaan; 
nyaluran ADO penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana 

a1am Pasal 4 ayat (2) angka 2 dan 3, untuk desa berstatus 
· berikut : 

meliputi bu1an kesatu sampai dengan bulan keenam yang 
setiap bulan berkenaan;dan 

meliputi bulan ketujuh sarnpai dengan bulan keduabelas yang 
eetiap bulan berkenaan; 

ADD seba.gajmana dimakaud pada ayat (3) dan ayat (4), apabila 
uhi, dapat dilakukan pada bulan berikutnya. I 



' (4) Penyalu 
mandiri 
a. tahap 
b. tahap 

4. Oiantara 
dan dian 
aehingga 

a. 

b. 
agu,t 

c. tahap 
(la) Mekania 

ayat (2) 
a. tahap 

b. 
(2) Mekanism 

dimakaud 
e. 

b. 

,. 

mandiri 
a. tahap 

dilaku 
b. 

(31 

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara 
ngan ketentuan sebagai berikut ; 
sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Deaa; 
sebesar 40o/o(empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa.;dan 

I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD 9etiap Desa. 

ADD sebagairnana dimakaud pada ayat {2), untuk desa beratatua 
lean aecara bertahap, dengan ketentuan aebagai berikut: 

eebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu ADD setiap Deaa,dan 
eebesar 40% (empat puluh persen) clan Pagu ADD aeliap Deaa. 

at (I) dan ayat (2) Pasal 5 ditambah I (satu) ayat yakni ayat (la) 
ayat (2) dan eyat (31 ditambah l(satu) ayat yakni ayat (2a), 

sal 5 berbunyi sebagai berikut: .. ..,, 
penyaluran ADD reguler sebagaimana dimakeud dalam Pasal 4 

I sebagai berikut: 
dilakukan paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan 

n berkenaan; 
dila.lrukan pa.ling cepat bulan maret dan paling \ambat bulan 

tahun berkenaan; dan 
dilakukan paling cepat bulan Juni tahun berkenaan. 
penyaluran ADD regulcr scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

I ,untuk desa. berst.atua mandiri sebagai berikut : 
dilakukan paling cepat bulan januari dan paling le.mbat bulan 

n berkenaan; 
ilakukan paling cepat bulan juni tahun berkena.an. 
nya.luran ADD penghaailan tetap dan tunjangan scbaga.imana 

Pasal 4 ayat (2) angka 2 dan 3 scbagai berikut : 
meliputi bulan kesatu sampai dengan bulan kelima yang 
setiap bulan berkenaan; 

meliputi bulan kcenam eamper dengan bulan kescpuluh yang 
aetiap bulan berkenaan; 

meliputi bulan kescbelas sampai dengan bulan keduabela.s yang 
setiap bulan berkenaan; 

penyaluran ADD penghamlan tet.ap dan tunjangan scbagaimana 
alarn PaSll.l 4 ayat (2) angka 2 dan 3, untuk desa berstatus 

gai berikut: 
meliputi bulan kesatu sampai dengan bulan kcenam yang 

sctiap bulan berkenaan;dan 
me!iputi bulan ketujuh sa.mpai dengan bulan keduabelaa yang 

seliap bulan berkenaan; 
ADD aeba.gaimana dimakaud pa.da ayat (3) clan ayat (4), apabila 

uhi, dapa.t dilakukan pada bulan berikutnya. 

1 



Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

! acara pemerikaaan fiaik ADD tahap I beserta La.mpiran; 

Pa,aJ 6 

ADD Reguler sebagaimana maksud dalam Pua.I 4 ayat (2) angka 
akan setelah Bupati menerima dokumen perayaratan penya1uran 
Desa., dengan ketentuan sebagai berikut: 

rupa: 
turan Desa mengenai APBDesa beserta Larnpirannya (berita 

musyawarah Desa yang dilengkapi dengan surat 
angan,notulen rapat,dokumcntasi kegiatan dan daftar hadir 
rta rapat); 

pertanggungjav.'8.ban Kcuangan Kcpala Desa tahun 
lumnya; 
ran akhir realisasi pclaksanaan kcgiatan dan anggaran tahun 
lumnya; 
turan Desa tcntang rencana kerja pcmerintah desa (RKPDesa) 

un sebelumnya; 
t kuasa pcmindahbukuan ADD; 
t pcmyataan tanggungjawab mutlak dan fakta intcgritas dari 

Desa untuk tahap I; 
utusan BPD tentang pcrsetujuan APBDesa; 

kegiatan dan anggaran Oesa; 
ana kerja kegiatan Desa; 
ana anggaran bia,ya; 

py rekening bank; 
copy NPWP; 
tusan Kepala Oesa tentang pemegang kckuasaan pengelolaan 
gan Oesa (PKPKD); 

tusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pcngelolaan 
gan Oesa (PPKDJ; 

tusan Kepala Desa tentang tim pclaksana kegiatan (TPKJ. 
evaluasi APBDesa; 

acara pcmeriksaan fisik ADD Tahap Ill beaerta Lampiran; 
ohonan pencairan ADD tahap I dari Kepa.la Desa kepada Bupati 
epala Dinas; 

endaai tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I; 
veriflkaai tingkat kecamata.n tahap I; 

· penyetora.n pajak Oeaa Tahun angga.ra.n sebelumnya. 
rupa: 

reahsasi pcnyerapan dan capaian keluaran ADO tahap I 
njukkan rata-rata realiaaai penyerapan paling sedikit 

MU" 50% (lima puluh peraen) dan rata-rata capaian keluaran 
njukkan paling sedildt sebesar 35°/o (tiga puluh lima 

J; dan dilampiri dokumen pendukung lainnya; 
pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritaa dari 

a Oesa untuk tahap II; 
perkemba.ngan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

2. 

4. 
3. 

a. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 

b. 
I. 

5. 



5. 

I 1) 

a. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8 
9. 
I 0. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

b. 

2. 

3. 

4. 

Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Paaat 6 

ADD Reguler sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 
akan setelah Bupatl menerima dokumen pereyeratan penyaluran 
Desa, dengan ketentuan sebagai berikut : 

berupa: 
turan Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya (berita 

muayawarah Desa yang dilengkapi dengan surat 
gan,notulen rapat,dokumentasi kegiatan dan daftar hadir 

na rapal); 
pcrtanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun 

Jumnya; 
ran akhir realisasi petaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 
lumnya; 
turan Deaa. tentang rence.na kerja pemerintah desa (RKPDesaJ 

un sebelumnya; 
t Iwasa pcmindahbukuan ADD; 
t pemyataan tanggungjawab mutlak dan {akta integtitas dari 
a Desa untuk tahap I; 

utusan BPD tcntang persetujuan APBDesa; 
a kegiatan dan anggaran Desa; 

ana kerja kegiatan Desa; 
ana anggaran bis,ya; 
opy rekcning bank; 
copy NPWP; 
tusan Kepala Ocsa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan 

gan Desa (PKPKD); 
tusan Kepala Dcsa Desa tentang pelaksana pcngek,laan 
gan Ocsa {PPKO); 

tusan Kepala Desa tentang tim pclaksana. kegiatan (TPK}. 
evaluasi APBDesa; 

acara pcmeriksaan fieik ADD Ta.hap Ill beeena Lampiran; 
honan pcncairan ADD tahap I dari Kepa]a Dess. kepada Bupati 

Cepata Dinas; 
mendaei tim verifikasi tingka1 kecamatan tahap I; 

verifikaa.i tingkat kecamatan tahap I; 
· pcnyetoran paJak Deaa Tahun anggaran sebetumnya. 

rupa: 

realisasi penyerapan dan capaian kclua.ran ADD tahap I 
unjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling &edikit 
sar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian kclua.ran 
unjukkan paling scdikit sebeeer 35°/o (tiga puluh lima 

I: dan dilampiri dokumcn pendukung lainnya; 
pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari 
Desa. untuk tahap 11; 

perkembangan pelakse.naan kegiatan dan anggaran 
p I: 

acara pcmeriksaan fi.Slk ADD tahap I beserta Larnpiran; I 



I 
deea kerja pemerintah turan tentang rencana 

KPDesa) Tahun sebelumnya; 
rat kuasa pemindahbukuan ADD; 

ADD reguler sebagaimana makaud dalafn Pasal 4 ayat (4) 
untuk desa berstatua mandiri dilalcsanakan setelah Bupati 
dokumen perayaratan penyaluran dari Kepa.la Desa, dengan 
sebagai benKut: 

I berupa: 
raturan Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya {berita 

cara musyawarah Deaa yang dilengkapi dengan surat 
ndangan,notulen rapat,dokumentasi kegiatan dan dafta.r hadir 
aena rapatj; 
poran pertanggungjawaban Keuangan Kepa.la Desa tahun 
belumnya; 
poran akhir realisaat pel.aksanaan kegiatan dan anggaran tahun 

py rekening bank; 
copy nomor pokok wajib pejak; 
ohonan pencairan ADD tahap ll dari Kepala Desa kepada Bupatl Kepa!a Dinas ; 

bar verifikasi tingkat kccamatan tahap II; 
omendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap ll;dan 
lakukan updating isian profil desa dibuktikan dengan Lampiran 
duduk dan kk yang mcmuat langgal updating dan nama dcaa;dan 

· pcnyetoran pajak Desa tahap l Tahun anggw-an berkenaan. 

I berupa: 
ran realisasi penyerapan dan capaian kclua.ran AJokasi 
a Desa aampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata 
'sasi pcnyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh 
n) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling 

ah sebesar 75'% (tujub puluh Hrna perscn) dari Alokasi Dana 
sa.mpai dengan tahap II yang telah disalurkan; dan dilampiri 
men pendukung lainnya; 

t pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari 
Desa untuk tahap 111; 

ran perkembangan pclaksanaan kegiatan dan anggaran sa.mpai 
gan tahap II; 
ta acara pemerikaaan fiaik ADD Tahap II beserta Larnpiran; 

py rekening bank; 
copy nomor pokok wajib pajak; 
ohonan pencairan ADD tahap Ill dari Kepala Desa kepada 
ti eq. Kepala Dinas ; 
r 11erifikasi tingkat kecarnatan tahap Ill; 

mendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap Ill; 
gumpulkan soft file Lampiran data daaar keluarga dan laporan 
nai dan tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda 

dari admin kabupaten;dan 
· penyetoran pajak Desa. tahap JI tahun anggaran berkenaan. 
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,. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

II. 

,. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

II. 

I. 

,. 
3. 

4. 

5. 

ocopy rekening bank; 
copy nomor pokok wajib pajak; 
ohonan pencairan ADD tahap II dari Kcpala Oesa kepada Bupati Kepala Dinaa ; 

bar venfikas.i tingkat kecarnatan tahap 11; 
omendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap ll;dan 
lakukan updating isian profil dcsa dibuktikan dengan Lampiran 
duduk dan kk yang memuat tangs.al updating dan nama deea;dan 
ti penyctoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan 

ran realisasi penycrapan dan capaian kclua.ran Alokasi 
a Desa earn.pa.; dengan tahap II menunjukkan rata-rata 
'sasi pcnyera.pan paling rendah sebeMr 90% (Scmbilan puluh 

) dan rata-rata capaian kelueran menunjukkan paling 
ah sebesar 75'% (tujuh puluh lima perscn) darl Alokaai Dana 

aa.mpai dengan tahap II yang tclah disalurkan; dan dilampiri 
men pcndukung lainnya; 

t pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas darl 
Desa untuk tahap Ill; 

ran perkembangan petakaanaan kegiatan dan anggaran sampai 
gan tahap JI; 
ta acara pemcriksaan fisik ADD Tahap II beeerta Llunplnrn; 

py rekening bank; 
copy nomor pokok wajib pajak:; 
ohonan pencairan ADO tahap Ill dari Kepa]a Deaa kepada 
ti cq. Kepala Dinaa ; 

verifikasi tingkat kecamatan tahap 111; 
mendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap Ill; 
gumpulkan soft file Larnpiran data dasar ketuarga dan laporan 
nai dan tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda 
a dari admin kabupaten;dan 

· penyetoran pajak Desa tahap II tahun anggaran berkenaan. 

ADD reguler sebagai.mana makaud dalam Paaa.l 4 e,yat (4) 
untuk deaa berstatus mandiri dilaksanakan aetelah Bupati 
dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan 
sebagai berikut: 

I berupa: 
raturan Desa mengenai APBDesa beaerta Lampirannya (berita 

cara musyawarah Deas yang dilengkapi dengan aurat 
ndangan,notulen rapat,dokumentaai kegiatan dan daftar hadir 
aerta rapatj; 
poran pertanggungjawaban Keuangan Kepe.la Desa tahun 
belumnya; 
poran akhir realisa.si pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 
belumnya; 

Deaa tentang rencana kerja pemerintah desa 

1 
aa) Tahun aebelumnya: 

rat kuasa. pemindahbukuan ADD; 

a. 



(3) 

(4) 

b. 
I. 

2. 

3. 

4. 
s. 
•• 7. 

8. 
9. 
10. 

II. 

I 

I 

eurar pemyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari 
Kepala Desa untuk ta.hap I; 
Keputusan BPD tentang peraetujuan APBDesa; 
rencana kegiatan dan anggaran Dcsa; 
rencana kerja kegjatan Desa; 
rencana angg aran biaya; 
fotocopy rekening bank; 
foto copy NPWP; 
keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan 
pcngelo!aan keuangan Dctta (PKPKD); 
kcputusan Kepala Deaa Desa tentang pclakaana pcngelolaan 
keuangan Dcsa (PPKD); 
keputusan Kepala Desa tentang tim pclaksana kegiatan (TPK). 
lcmbar evaluasi APBDcsa; 
berita acara pemeriksaan fisik ADO Tahap Ill beserta Lampiran; 
pennohonan pencairan ADD ta.hap I dari Kepll.]a Desa kepada 
Bupati cq. Kepala Dinas; 
rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan ta.hap I; 
lembar verifikaai tingkat kccamatan ta.hap I; 

elakukan updating i,ian profil deaa dibuktikan dengan 
piran penduduk dan kk yang memuat tanggal updating dan 

madesa 
ukti pcnyetoran pajak Dcsa Tahun anggaran sebelumnya. 
p II berupa: 

ran rcalisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I 
unjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 

50% (lima puluh peraen] dan rata-rata capaian kcluaran 
unjukkan paling sedikit scbesar 35o/o (tiga puluh lima 

); dan dilampiri dokumen pendukung lainnya; 
pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta lntegritas dari 
Dcsa untuk tahap II; 

perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran p I: 
acara pemeriksaan fiaik ADD ta.hap I beserta Lampiran; 

opy rekcning bank; 
py nomor pokok wajib pajak; 

ohonan pencairan ADD tahap II dari Kepa1a Desa kepada Bupati 
epala Dinas ; 

11erifikasi tingkat kecamatan ta.hap II; 
cndasi tim verifikasi tingkat kecamatan ta.hap ll;dan 

pulkan son file Lampiran data daaar keluarga dan laporan 
si dan tingkat perkembangan desa. dibuktikan dengan tanda 
a dari admin kabupaten;dan 

· penyetoran pejak Oesa tahap I Tahun anggaran berkenaan. 
t kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

angka 4, tcrcantum dalarn Lampiran I yang merupakan bagian 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
poran realisaai penyerapan dana capaian kcluaran ADD 
a dimaksud pada ayat fl) hurur a huruf b dan huruf c, 
dalam Lampiran II yang merupakan begian yang tidak I dengan Peraturan Bupati ini. 



(3) 

(4) 

b. 
1. 

2. 

3. 
4. 
s, 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

surat pemyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari 
Kepala Desa untuk tahap I; 
Keputusan BPD tentang persetujuan APBOesa.; 
rencana kegiatan dan anggaran Desa; 
rencana kerja kcgiatan Desa; 
rencana angg aran bis,ya; 
lotocopy rekening bank; 
foto copy NPWP; 
keputusan Kcpala Des.a tentang pemegang kekuasaan 
pengelolaan kcuangan Dcaa (PKPKD); 
kcputusan Kcpala Deaa Deaa tentang pclaksana pcn�lolaan 
keuangan Oesa {PPKD); 
keputusan Kepala Desa tentang tim pclaksana kegiatan (TPK). 
lcmbar evaluasi APBDeaa; 
berita acara pemeriksaan fisik ADO Tahap Ill be&erta Lampiran; 
pcrmohonan pcncairan ADO tahap I dari Kepala Oesa kepada 
Bupati cq. Kepala Dinas; 
rckomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I; 
lembar verifikui tmgkat kecamatan tahap I; 
melakukan updating isian profil dcsa dibuktikan dengan 
Lrunpiran pcnduduk dan kk yang memuat tanggal updatmg dan 
namadeaa 
bukti pcnyetoran pajak Desa. Tahun anggaran sebelumnya. 
ap II berupa : 
ran rcalisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I 
unjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikil 
sar 50",i, {lima puluh pcr.,en) den rata-rata capajan keluaran 
unjukkan paling sedikit scbesar 35% (tiga puluh lima 

); dan dilampiri dokumen pendukung lainnya; 
t pemyataan tanggung jawab mullak dan fakta integritas darl 

Dess. untuk tahap II; 
ran perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
p I: 

acara pemeriksaan fisik ADD tahap I beserta Lampiran; 
py rekening bank; 

copy nomor pokok wajib pajak; 
ohonan pencairan ADD tahap II drui Kepala Dess. kepada Bupatl 
pala Dines; 

verifikasi tingkat kecamatan tahap II; 
mcndasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap ll;dan 
gumpulkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan 

si dan tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda 
dari admin kabupaten;dan 

· penyetoran pajak Dess. tahap I Tahun anggaran berkenaan. 
rat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
angka 4, tercantum dala.m Lampiran I yang merupakan bagian 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
pon:m realisasi penyerapan dana capaian keluaran ADD 
a dimakaud pada ayat (]) huruf a huruf b dan huruf c, 
da1arn Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 

1 dengan Peraturan Bupati ini. 



15) 

161 

17) 

181 

19) 

(IO) 

( 11) 

(12) 

(131 

(14) 

meru 
(15) ·=· huruf b - ( 16) 

6. 

111 

12) 

urat pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari 
sa. sebagaimana dimakaud pada ayat (I) huruf a, huruf b dan 

tercantum dalarn Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak 
n dengan Peraturan Bupati ini. 

eputuaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tercantum da1arn Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

dart Peraturan Bupali ini; 
putusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan 
Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 

, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
dari Peraturan Bupati ini; 

putusan Kepala Deaa Oesa tentang pelaksana pengelolaan 
Oesa (PPKO aebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurur a angka 
tum dalam Lampiran VJ yang merupakan bagian tidak 
dari Peraturan Bupati ini; 

putuaan Kepala Desa. tentang tim pelaksana kegiatan (TPK) 
ana dimakaud pa.da ayat (1) hurur a angka 14, ten::antum dalam 

VII yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan 

mbar evaluui APBDeaa eebagaimana dimakaud pada ayat 11) 
ngka 15, ten::antum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian 
isahkan dari Peraturan Bupati ini; 

ohonan pencairan sebaga.imana dimakaud pa.da ayat ( l) hurur 
b dan hurur c, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 
ak terpisah.kan dari Peraturan Bupati ini; 
komendasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hurur b dan hurur c, tercantum dalam Lampiran X yang 

bagian tidak terpisa.hkan dari Peraturan Bupati ini; 
mbar verifikaai aebagaimana dimakaud pada ayat jl) huruf a, 
an huruf c, tercantum dalarn Lampiran XI yang merupakan 

ak terpisahkan dari Pera.turan Bupati ini; 
poran kemajuan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimakaud 

fl) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran XII yang 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

rita acara pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf c, tercantum dala.m Lampiran XIII yang merupakan 

terpiaahkan dari Peraturan Bupati im. 
perayaratan eebagaimana dima.kaud pa.da ayat ( 1) huruf a, huruf 
r c dapat dilaporkan melalui aplikaai Sheman Desa.. 

Pasal 18 diube.h aehingga Pasa.l 18 berbunyi sebagai berikut: 

Paaal 18 

esa. yang tidak merea.liaaaikan pencairan anggaran ADD Tahap 
pai dengan tanggal 20 Deaember tahun berkenaan diberikan 

i pemotongan Dana ADD aebesar I 0% (:,epuluh peraen) tahun 
berikutnya. 

aan kegiatan penyerapan anggaran ADD tidal< boleh melintaa l Anggaran berkenaan. 



(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

1101 

( 11 J 

(12) 

(13) 

(141 

(15) 

(16) 

6. 

()) 

(2) 

urat pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari 
sa. sebagaimana dima.lcsud pada ayat (I) huruf a, huruf b dan 

tercantum dalarn Lampiran III yang merupakan bagian yang tida.k 
dengan Pera.turan Bupati ini. 

eputuaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf a 
, tercantum dalam La.mpire.n IV yang merupakan bagian tidak 
an dari Peraturan Bupati ini; 
eputusan Kepala. Desa tentang pemegang kekuasaan pcngelolaan 

Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf a 
, tercantum dalam La.mpiran V yang merupaka.n be.gian tidak 

dari Peraturan Bupati ini; 
eputusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan 
Desa (PPKD eebegalmana dimaksud pad a ayat {I) huruf a angka 
tum dalam Lampiran VI yang mcrupakan bagian tidak 
dari Peraturan Bupati ini; 

eputuaan Kepa.la Desa tcntang tim pelakaana kegiatan (TPK) 
ana dima.lcsud pada ayat (l) huruf a angka 14, tercantum dalaJn 

VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

mbar evaluaai APBDe .. eebagaimana dimakaud pada ayat (I) 
gka 15, tercantum dalam Lampiran VJJJ yang merupakan bagian 

isahkan dari Peraturan Bupati ini; 
ohonan pencairan sebagaimana dimakaud pada ayat (I) huruf 

b dan hurur c, tercantum datam La.mpiran IX yang merupakan 
ak terpieahkan dari Peraturan Bupati ini; 
komendaai. keeamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf b dan huruf c, tercantum dalarn Lamptran X yang 

bagian tidak terpisa.hkan da.n Peraturan Bupati ini; 
mbar verifikasi sebagaimana dimakaud pa.da ayat (I) huruf a, 

huruf c, tercantum dalam La.mpiran XI yang merupaka.n 
ak terpisahka.n dari Peraturan Bupati ini; 
poran kemajuan kegiatan dan keuangan sebegaimana dimaksud 

(II huruf b dan huruf c, tercllntum dalam Lampiran XII yang 
bagian tidak terpieahkan dari Peraturan Bupati Ini; 

rita eeara pemertkeaan fisik eebegaimana dimaksud peda 11.y11.t (I) 
huruf c, tercantum dalam Lamptran XIII yang merupakan 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
perayaratan eebapims.na dimakaud pada ayat (I) huruf a, huruf 
f c dapat dilaporkan melalui aplikaai Siteman Desa. 

Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

eaa yang tidak merealisasikan pencairan anggaran ADO Tahap 
pai dengan tanggal 20 Desember tahun berkenaan dtberikan 

i pemotongan Dana ADD aebesar 10% (sepuluh persen) tahun 
berikutnya. 

aan kegiatan penyerapan a.nggaran ADD tidak boleh melintas 

1 Anggaran berkenaan. 



I 

Pasal II 

ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
g mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

mpatannya daJam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal 

BUPATI PINRANG, 

AERAH K.ABUPATEN PfNRANG, 

i Pinrang 

H KABUPATEN PJNRANG TA.HUN 2023 NOMOR 

Pcraturan B 
Agar setiap 

TJALO KER 

' BERIT,DAE 



LAMPIRAN r 
KEPUTIJSAN BUPATI PINRANO 
NOMOR: TAHUN 2024 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATJ PINRANO NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANO TATA CARA PENOALOKASIAN DAN 
PENYAWRAN ALOKASJ DANA DESA 

KOPSURAT 

Alf A.LOKASI DAlfA DESA 

I 
Materei 10.000, stempel 

............................... 
Kepala Desa., 

Narna .••...••.....••.......•. 

pala Sadan Pengelola Keuanga.n dan Pcndapatan Daerah 

penyaluran Alokaai Dana Dcsa 

pemotongan Alokasi Dana Desa dan menyalurkan haail 
Wi Dana Dcsa tersebut berdasarkan pennintaan penyaluran 
!eh Pemerintah Dcsa kepada Rekening Kas Desa aebagaimana 

Jahe.tan 

Dcngan ini 

Narna 

Alamat 

Untuk me 

daftar rekeni 

Yang bertan tangan dibawah ini: ·-· 
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I 

Materai 10.000 

(Desa),{tangga.l,bulan, tahun) 

KE PALA DESA . 

( ) 

LAMPIRAN Ill 
KEPUrusAN BUPATI PINRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENY ALU RAN ALO KASI DANA DESA 

dan auu, nama 

URAT PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB MUTI.,\K 

i menyatakan dengan &ebenamya, bahwa saya bertanggung 
ggunaan ADD Tahap Desa Keca.matan . 
20 sebesar Rp (terbilang). 

but akan saya pergunakan eeeuat dengan ketentuan perundang· 
berlaku dan eeeuei dengan Rencana Penggunaan Dana Desa 

eerta telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
un Anggaran . 

surat pemyataan ini saya buat dengan seaungguhnya daiam 

Jabatan 

Bertindak un 

Alamat 

No. HP 



I ( ) 

Materai 10.000 

(Desa) ,(tangga.1,bulan,tahun] 

KEPALA OESA •.•.•..• 

pa.kta integritas ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan 

ila melanggar hal-hal yang tclah sa.ya menyatakan dalam pakta 
'tas ini (poin l a/d 4), saya bersedia dikenakan sanksi moral, 

inistre.si sena dituntut ganti rugi dan pidana eeeuei dengan 
ntuan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

rangka mcnjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparat 
Des.a .. Yang melakaakanan tu gas sebagai pengelola 

Desa tahap , dengan ini say a menyatakan bahwa 

akan melakukan praktek, korupsi, kolusi dan nepotismc (KKN) 
egang teguh komitmen, bahwa tranaparansi akan diterapkan 

luruh kegiatan yang d1perbolehkan peraturan perundang­ 
gan yang bcrlaku sesuai dengan kewenangan Desa. 
melaporkan kepada pihak yang bcrwajib/bcrwenang apabila 

getahui indikaai KKN didalam proses pengadaan/penggunaan 

4. 

3. 

I. 
2. 

PAKTA INT ORITAS PENOOUNMN ALOKASI DANA OESA TAHAP ... TAHUN ... 

OESA. .•••.•.••.•.•• KECAMA TAN ......•......•.• 

Jabe.tan 

Bertindak u k dan atas nama 

Alamat 

No. HP 

Da!a,n 
pemerin 
keuangan d 
saya: 



LAMPIRAN IV 
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TENTANQ PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATJ PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGAWKASlAN 
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

SADAN PEMUSYAWARATAN DESA 
I))!!� •.•..•••••••••••. 

KECAMATAK . 
KABUPATE!f PllfRA!fO 

KBPUIUSAJI' 

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ••........•••••••.• 
NOMOR: ••••. TAHON 20 ..•••. 

TENT ANG 
"""- UAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA 

NOMOR .•.....•..... TAHUN ..••....... 
NTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA.NJA DESA 

TAHUN MENJADI PERATURAN DESA 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA .....•••....... , 

a bahwa sesuai hasil Re.pat Paripuma 
Permusyawaratan Desa, tanggal . 
........................... tentang ; 

b. bahwa :,,ehubungan hal tersebut pada huruf a diatas, 
maka dlpa.ndang perlu untuk memberikan peraetujuan 
terhadap Rancangan Peratu:ran neee Nomor Tahun 
.............. tentang Menjadi Peraturan Desa. 

· 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 
Pcmbentukan Daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peratura.n Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234), scbagaimana tclah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
ten tang Peru be.ban atas Undang - Undang Nomor I 2 
Tahun 2011 tcntang Pembcntukan Peratura.n 
Perundang - Undangan (Lcmbaran Negara Rcpublik t 



KEDUA 

KETIOA 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Hornor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dess. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Ost . 

IIBXUTUSXAlf: 

Memberikan pen,etujuan Penetapan Rancangan Peraturan 
Desa •••..••..... Tentang Tahun Anggaran 
............ menjadi peraturan Desa Nomor . 
Tahun tentang Tahun Anggaran 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
keputusan int dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran .......••...••.••. ; 
Keputuaan ini mulai berlaku pada tangga1 ditetapkan. 

Oitetapkan di . 
Pa.da tanggal, 

BAOAN PERMUSYAWARATAN DESA, 
KETUA 

·························· 



Mengingat 

--- ---------------1 

LAMPIRAN V 
PERATI.JRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR: TAHUN 2023 
TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATIJRAN 
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENY ALU RAN ALO KASI DANA OF.SA 

KEPALA OF.SA ..•.. 
KABUPATEN PfNRANO 

KEPUTIJSAN KEPALA OF.SA .....• 
NOMOR •.. TAHUN ...••......• 

TENT ANG 

PEMEGANG KEKUASAAN PENGEI..OLAAN KEUANGAN OESA 
PKPKD) DESA ...••....• TAHUN ANGGA.RAN •........ 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

KE PALA DESA •.........•.•.•..•. 

; L bahwa untuk kctertiban dan kelancaran pelaksa.naan 
Pengelolaa.n Keuangan Desa ...•..... Kecamatan . 
Kabupatcn Tahun Anggaran perlu di tunjuk 
pemegang kckuasaan Pengelolaan Keuangan Deaa; 

b. bahwa untuk maksud teraebut, perlu di tetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik lndonnia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tcntang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang Undangan (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); t 



.............. 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan ini mulai bcrlaku pada tangga) ditetapkan. 

! Nama tanpa gelar 

Ditetapkan di . 
pada tangga) . 

KEPALA DESA ..•••..••...• 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Ost . 

Kepala Desa selaku ( PKPKD ), mempunyai 
Kcwenangan . 

a. menetapkan kebijakan tcntang pelaksanaan 
APBDESA; 

b. menetapkan kcbijakan tentang pengelolaan 
banmg milik Desa; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran ataa bcbcan APBDESA; 

d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, OPPA, dan OPAL; 
f. menyctujui Rak Desa; dan 
g. menyetujui SPP. 

Biaya yang diperlukan aehubungan dengan 
ditetapkannya kcputusan ini di bcbankan kepada 
anggaran pendapatan dan bclanja De1Ja 
Kecama.tan .... Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 

Dalam melaksanakan tugeenya pemegang kekuaaaan 
Penge.lolaan Keuangan De1Ja ( PKPKD ) dibcrikan 
Honorarium dengan bcsaran tercantum daJam lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
surat kcputusan ini; 

Menunjuk Pernegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa ( PKPKD ) sebageimana tercantum pada lampiran 
kcputusan ini; 

KETIOA 

KE DUA 

KEEMPAT 

KEUMA 



r 
............................... 

Kepala Desa .•.•....••...•..... 

JABATAN JABATAN DAL.AM BESARAN 
OALAM PENOELOLAAN HONORARIUM KET 
OJNAS KEUANGAN DESA (Rp) 

2 3 4 5 6 
Kopala .......... /bulan 
0.M 

LAMPIRAN 
KEPUTIJSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR: 
TENT ANG 
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN 
PENGEWLAAN KEUANGAN OESA ( PKPKO ) 
DESA TAHUN ANGGARAN .•...........•• 

PENUNJ PEMEOANG KEKUASMN PENGELOLAAN KEUANOAN DESA 
( PKPKD J DESA TAHUN ANGGARAN . 

I 
I. 

NO 



Menimbang 

Mengingat 

U..MPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR: TAHUN 2023 
TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYAWRAN ALOKASI DANA DESA 

KEPALA DESA ..... 
KABUPATEN PINRANG 

KEPUTIJSAN KEPAL.A DESA . 
NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

AN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANOAN DESA ( PPKD J 
TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAH MAT TU HAN Y ANO MAHA ESA 

KE PALA DESA . 
: a.. bahwa berduarkan Pasa1 3 dan pasa1 4 Peraturan 

Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa 
menetapkan Pelakaana Pengelolaan Keuangan Oesa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan aebagaimana 
dimakaud pada huruf a, perlu ditet.apkan dengan 
Keputusan Kepa.la Desa. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daera.h Tmgkat II di Sulawesi 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tohun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negam Republik 
Indonesia Nomor 5234), aebagaimana tetah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Pcrundang - Undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negam Republik Jndonema Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik l Indonesia Nomor 5495); 

4. Dan -t•ruan,a . 



KE DUA 

KETIGA 

MEMUTIJSKAN: 

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 
(PPKD) Tahun Anggaran sebagai berikut: 

I. Sekretaris Desa scbagai Koordinator; 
2. Kepala urusan dan/atau kepala eeksi . 

scbagai Pelaksana Anggaran; 
3. KeJHlla Urusan Keuangan scbagai Pelaksana Fungsi 

Kebendaharaan. 

Sekretaris Desa sebagaimana dimak1ud pada Diktum 
Kesa.tu bertugas ; 
1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APB Desa; 
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB 

Desa dan rancangan perubahan APB Desa; 
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan 

peraturan desa. tentang APB Desa., Perubahan APB 
Desa, dan pertanggunjawaban pelaksanaan APB 
Desa.; 

4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan 
peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB 
Deea dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 

5. Mengoordmasikan tugas perangkat desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

6. Mengoordinaaikan penyusunan laporan keuangan 
De!Ml da.lam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa. 

7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelakaanun 
Anggaran Laitjutan; 

8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran 
Kas Desa; dan 

9. Melakukan veriflkasi terhadap bukti penerimaan 
da.n pengeluaran APB Oesa. 

Kaur dan/atau kasi sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATIJ bertugas: 

1. mclakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban a.nggaran belanja eesuai 
bidang tugasnya; 

2. melaksanakan anggaran kcgiatan eesuai bidang 
tugasnya; 

3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
4. menyusun DPA, DPPA dan OPAL aesuei bidang 

tugasnya; 
5. menandatangani perjanjian kerjasama dengan 

penyedia atas pengadaan barang/ja!:18. untuk 
kegiatan yang berada daam bideng tugasnya; dan 

6. menyusun laporan pelaksanaen kegiatan sesuai 
bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban 

I pelaksanaan APB Desa. 



..........• 

Keputusan ini mulai ber!aku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . 
pada tanggal ..•.••.•.••......... 

KEPAL,,\ DESA . 

\ 
Nama tanpa gelar 

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimiliud pada 
Diktum KESA1U bertugas: 
I. menyusun RAK Dcsa; dan 
2. melakukan pcnatausahaan yang melipuu menerima 

menyimpan, menyctorkan/memba.yar, 
menatausahakan dan mempcrtanggungjawabkan 
penerimaan pcndapatan desa dan pcngcluaran 
daJa.m rangka pclakaanaan APB Dcaa. 

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan 
ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada 
angga.ran pcndapatan dan belanja Dcsa . 
Kecamatan .... Kabupatcn Pinrang Tahun Anggaran 

Dalam, melaksanakan tugasnya, pclaksana pcngelola 
keuanga.n desa sebegaimana dimaksud pada Diktum 
KESA'MJ benangung jawab kepada Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dcaa (PKPKDI. 

Pelaksana PengeloiaAn Keuangan Dcsa (PPKD) 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, da.lam 
mclakaanakan tugasnya dapat diberikan honor 
pcrbulan, yang beaarnya, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Keputuaan Kcpala Dcaa ini. 

Kepala Sek11i dan/atau kepala urusan . 
.sebagaimana Diktum KESATV mclaksanakan kegiatan 
berdaaarkan bidang tugas masing-maaing sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dcaa ini. 

KEEMPAT 

KEUMA 

KEEN AM 

KEDELAPAN 

KE1UJUH 



SANA KEGIATAN ANOOARAN DAN PEMBAGIAN KEOIATAN 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPIRAN I 
KEPUnJSAN KEPALA DESA . 
NOMOR 
TENTANG PENETAPAN PEI.\KSANA 
PENGELOLAAN KEUANGAN OESA ( PPKD) 
TAHUN ANGGARAN ........•..••.•••... 

DAFTAR KEGIATAN 

l 

1. (Nama Kegiatan) 
2. dat 

L (Narna Kegiatan) 
2. dat 

I. (Nama Kegiatan) 
2. dst 

Kepala Desa . 

. . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . 

A KEGIATAN ANGGARAN 
I 
NO 

2 

3 



HONORARIUM PPKD TAHUN ANOGARAN . 

JABATAN DAI.AM BESARAN 
PENGELOLAAN HONORARIUM 

KEUANOAN DESA 

IAMPIRAN II 
KEPUTIJSAN KEPALA DESA . 
NO MOR 
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKD I 
TAHUN ANGGARAN . 

I 

Rp . 

Rp. 

Rp. 

....................... 
Rp. 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

Kepala Desa .......••. 

.................................. 

Koordinator PPKD Rp. 

Pelakaana Kegiatan 
An ran 

Pelllksa.na Kegiatan 
An 

Pelakaana Kegiatan 
An 
Pelaksa.na Fungsi 
keBendaharaan 

ATAN DAI.AM 
ERINTAHAN DESA 

3 

NO 

2 

I 

5 

• 



KEPALA DESA . 

' I 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Ta.mbahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. (Lembe.ran Ne2Qt8 Republik Indonesia Tahun I 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. 

2. 

LAMPIRAN VI! 
PERATURAN BUPATl PINRANO 
NOMOR : TAHUN 2023 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATl PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANO TATA CARA PENOALOKASIAN DAN 
PENYAWRAN ALOKASI DANA OESA 

KABUPATEN . 
KEPUTUSAN KEP� DESA . 

NOMOR TAHUN 

a. bahwa bcrdaaarkan kctentuan Pasa.1 58 ayat (11 
Peraturan Bupeti Pinrang Nomor 7 tahun 2022 
tentang petunjuk teknis penyusunan rencana 
pembangunan jangka menengah deaa dan rencana 
kerja pemerintah desa serta petunjuk teknia 
pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.; 

b. bahwa bcrdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada hurur a perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa tentang Pembcntukan 
Tim Pelakaana Kegiatan Pembangunan Desa. 

I. Undang-Undang Nomor 29 1'ahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Ta.mbahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

TENT ANO 

MBENTUKAN TIM PELA.KSANA KEOIATAN {TPK) 
TAHUN ANGGARAN . 

Menimbang 

Mengingat 



MEMUTI.JSKAN 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

I 

KEPALA DESA ••···· (Nama Desa) 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

Membentuk Tim Pclaksana Keglatan Perobengunan 
Desa Tahun Anggaran , dengan susunan 
keanggotaan JJebagaimana tercanturo pada Lampiran Keputusan fni; 
Togas Tim Pelaksana Kegiata.n Pembangunan Desa 
sebagaimana dimakaud dalam Diktum KESATU 
meliputi Tahapan; 

I. Peraiapan 
2. Pelaksanaan 
3. Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan d•q 
Biaya yang diperlukan sehubungan deng.an 
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pa.da 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa . 
Kecamatan......... Kabupaten Pmrang Tahun 
Anggaran , melalui Kegiatan Operasional 
Pemerintah Desa Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

4. DAil seterusnya yang ada hubungannya tentang Pembangunan DeN.; 

Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 



Kctua 

Sclrrctaris 

An ..... 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANO PEMBENTUKAN TIM 
PELAKSANA KEOIATAN PEMBANGUNAN 
DESA 

SU NAN TIM l'EIAKSANA KEOlATAN PEMBANOUNAN DESA 

I. 

2. dat 

KEPALA DESA •••....... 

.. . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . 

AH.AM TENTANO PEMBANOUNAN nSIK DEB,\) TIJUSAN 
S KAUU DIBUAT SK NYA 

r 
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LAMPIRAN IX 
PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR: TAHUN 2024 
TENTANO PERUBAHAN ATAS PERA11.JRAN 
BUPATI PINRANO NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

( REQULER I 
KOPDESA 

........... 

I 

.......... tanggal . 
Kc pad a 
Bupati Pinrang 
Cq. Kcpala DPMD Kab.Ptnrang 

Di • 

Vtl,. 
berkas 

n . 

Pin rans 
Bcrdasarkan Pcraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun . 

tang Dcsa dan Pera tu ran Dcsa . 
or....... Tahun ten tang Tahun 

Schubungan hal terscbut diatas, diusulkan Pcncairan 
i Dana Desa Tahap I (Pcrtama) scbesar Rp ,· 

d gan mclampirkan Dokumcn pcndukung sebagai berikut: 

I pcraturan Desa mcngenai APBDcsa beserta Lampirannya 
(berita acara musyawarah Dcsa yang dilengkapi dengan 
surat undangan,notulcn rapat,dokumentasi kegiatan dan 
daftar hadir pcserta rapat); 

2 laporan penanggungjawaban Keuangan Kepala Oesa tahun 
sebelumnya; 

3. laporan akhir realisasi pelaks.anaan kegiatan dan anggaran 
tahun sebe!umnya; 

4. peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa 
(RKPDesa) Tahun sebelumnya; 

S. surat kuasa pemindahbukuan ADD; 
6. surat pemyataan tanggungjawab mutlak dan fakta mtegritas 

dari Kepala Dcsa untuk tahap I; 
7. Kcputusan BPD tentang pcrsetujuan APBDesa; 
8. rcncana kegiatan dan anggaran Dcsa; 
9. rencana kerja kegiatan Dcsa; 
1 rencana anggaran biaya; 

fotocopy rckening bank; 
foto copy NPV.'P; 

1 keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan 
pcngelolaan keuangan Desa (PKPKDJ; 

14 keputusan Kepala Desa Desa tentang pclaksana pcngelolaan 
keuangan Desa (PPKD); 

15 kcputusan Kepala Desa tentang tim pclaksa.na kegiatan 
(TPK). 

Nomo, 
Lamp 
Perihal 



Demikian 
Menge 
eama, 

(nama I 

Tcmbyyn; 
l. ln11pektur 
2. Kepe.le. BP 
3. Ketua BPD 
4. FtrtlJlsrat: 

. . . .. . . . . . . . . . . . . 

mpaikan kepada Yth; 
b. Pinrang 

Kab.Pinrang 

Kepala Desa . 

(nama lengkap,ttd,cap) 

I 

ohonan ini diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan 

lembar evaluasi APBDesa; 
berita acara pemeriksaan fisik ADD Tahap Ill beserta 
Lampi ran; 
permohonan pencaimn ADO tahap I dari Kepala Desa 
kepada Bupati eq. Kepala Dinas; 
rekomendasi tim verifikasi tmgkat kecamatan tahap I; 
lembar verifikaai tingkat kecamatan tahap J; 
bukti penyetoran pajak Desa Tahun anggaran aebelumnya. 



{REGULERJ 
AT PERMOHONAN PENCAIRAN A 

KOPDESA 

Nomor 
Lamp 
Pcrihal 

I (sebelas) berkas 

...................... tangga] . 

Kepada 
Yth. Bupati Pinrang 

Cq.Kcpala DPMD Kab.Pinrang 
Di • 

I 

Kepala Desa . 

(nama lengkap,ttd,cap) p,nip,ttd,cap) 
paikan kepada Yth; 

.................. 

..................... 

Pinrang 
Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun 

tentang dan Peraturan Des.a 
............ Nomor Tahun tentang . 

un Anggaran . 
Schubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan 

kasi Dana Desa Tahap II (Kedua ) sebesar Rp. . . . , 
..................... ) dengan melampirkan Dokumen pendukung S.,ai' berikut: 

laporan realisasi pcnyerapan dan capaian keluaran 
ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penycrapan pahng aedilot sebesar 50% {lima puluh 
persen) dan rat.a-rat.a capaian keluaran mcnunjukkan 
paling scdikit sebcsar 35% (tiga puluh lima pcrsen); 
dan dilampiri dokumen pcndukung lainnya; 
surat pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta 
integrit.a., dari Kepala Desa untuk tahap 11; 
laporan perkembangan pelaksanaan kegiat.an dan anggaran 
Tahap I: 
berita acara pemeriksa.an fisik ADD tahap I beserta. 
Lampi ran; 

5 fotocopy rekening bank; 
6 foto copy nomor pokok wajib paja.k; 
7 permohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala De1Ja 

kepada Bupati cq, Kcpala Oinas ; 
8 lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap 11; 
9 rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamat.an tahap IJ;dan 
I melakukan updating isian prolil desa dibuktikan dengan 

Lampiran penduduk dan kk yang memuat tanggal updating 
dan nama desa;dan 

I bukti penyetoran pajak Desa tahap l Tahun anggaran 
berkenaan. 

Demikian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan 
imbangan. 

(nama le 
Tcmbusan ; di 

4. Ptninssal 



(REGULERJ 
KOP DESA 

Nomor 
Lamp 
Perihal 

..................... tanggal . 
Kepada 

Yth. Bupati Pmrang 
Cq.Kepa.laOPMO Kab.Pinrang 
Di 

j 

Kcpala Desa ..........• 

(nama lengka.p,ttd,cap) 

................... ab.Pinrang 

Pinrang 
Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Hornor Tahun 

ten tang dan Peraturan Dcsa . 
mor Tahun temang Tflhun ggaran . 

Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan 
kasi Dana Oesa Tahap Ill (Ketiga ) sebesar Rp. . . . ,- 

..................... ) dengan melampirkan Dokumen pendukung i,...,· berikut: 
laporan realisasi penycrapan dan caperan keluaran 

Alokas.i Dana Dcsa sampai dengan tahap II menunjukkan 
reta-rate realisasi penyerapan pa.ling rendah aebesar 9QOA, 
(Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluru-an 
menunjukkan paling rendah aebesar 75% (tujuh puluh 
lima persen) dari Alokasi Dana Dcsa sampai dengan tahap II 
yang telah disalurkan; dan dilampiri dokumen 
pendukung lainnya; 
sura.t pemyataan tanggung jawab mutlak dan (akta integritas 
dari Kepala Dcsa untuk ta.hap Ill; 

3 lapora.n perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sampai dengan tahap 11; 
4 benta acara pemeriksaan fisik ADD Tahap JI beaerta 

Lampiran; 
5 rotocopy rekening bank; 
6 foto copy nomor pokok wajib pajak, 
7 permohonan pencairan ADD tahap Ill dari Kepala Desa 

kepada Bupati cq. Kepala Dinas ; 
lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap 111; 
rekomendasi tim vcrifikasi tingkat kecamatan tahap JJJ; 
mengumpulka.n soft file Lampiran data dasar keluarga dan 
laporan potensi dan tingka.t perkembangan desa drbuktikan 
engan tanda terima dari admin kabupaten;dan 
ukti penyctoran pajak Dcsa tahap II tahun anggaran rkcnaan 

milaan pcnnohonan ini diajukan untuk mcnjadi bahan 
rtimbangan. 

(nama le 
Tembusan : di 
I. Inspcktur Kall 
2. Kepala BPK 
3. Kctua BPD De 
4. Peninggpl; 



--------- 

PERT AMA 

KOP DESA 

! 

Di - 

.......... tangga] . 
Kc pad a 
Bupat:I Pinrang 
Cq. Kepala DPMD Kab.Pinrang 

Pin rang 

Berdaaarkan Pereturan Bupati Pinrang Nomor Tahun . 
tang Oesa dan Peraturan Desa . 

or....... Tahun . tentang Tahun 

I I Yth. 
(dua puluh dua) berkas 

rmohonan Pencairan 
D Taha I Tahun ... 

p-an ..... - 
Sehubungan ha! tersebut diatas, diusulkan Pencairan 

kaai Dana Desa Tahap I (Pertama) sebesar Rp ,- 
gan me[ampirkan Dokumen pendukung sebagai berikut: 

I peraturan Oesa mengenai AP8De3a beserta Larnpirannya 
{berita acara musyawarah Desa yang dilengkapi dengan 
aurat undangan,notulen rapat,dokumentaai kegiatan dan 
daftar hadir peaerta mpatJ; 

2 laporan pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun 
sebelumnya; 

3 laporan akhir realisasi pelaksa.naan kegsatan dan anggaran 
tahun sebelumnya; 

4 peraturan Oesa tentang rencana kerja pemerintah desa 
(RKPDesa) Tahun sebelumnya; 

5 surat kuasa pemindahbukuan ADD; 
6 surat pemyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integrita.s 

dari Kepala Oesa untuk tahap I; 
7. Keputusan BPD tentang persetujuan APBDesa; 
8. rencana kegiatan dan anggaran Desa; 
9. rencana kerja kegiatan Oesa.; 

rencana angg aran biaya; 
fotocopy rekening bank; 
foto copy NPWP; 
keputusan Kepala Oesa tentang pemegang kekuasa.an 
pengelolaan keuangan Desa (PKPKO); 
keputusan Kepala Desa. Desa. tentang pelaksana pengelolaan 
keuangan Oesa (PPKD); 
keputusa.n Kepala Des& tentang tim pelaksana kegiatan 
(TPK). 
lemb&r evaluasi AP8Deaa; 
bcrita acara pemeriksa.an fisik ADD Tahap Ill beserta 
Lamptran; 
permohonan pencairan ADD tahap I dari Kepala Oesa. 
kepada Bupati cq, Kepala Dinas; 

19 rekomendasi tim verifikasi tingkat kc:camatan tahap I; 
�O lembar verifikaoi tingkat kecomatan tahap I 

Nomor 
Lamp 
Perihal 



I. mclakukan updating iaian profi.l dcsa dibuktikan dcngan 
Lampiran penduduk dan kk yang memuat tanggal updatmg dan nama desa 

2. bukti penyetoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya. 

Tembusan: 
l. lnspektur 
2. kcpela BP 
3. ketua B 
4. �rtinRSPI: 

u,, 
.. . .. . . .. . . . .. . . 

paikan kep.ada Yth; 
b. Pinmng 
O kab.Pinrang 

kcpala Desa. . . ....• 

(nama lengkap,ttd,capJ 

t 

Dennkian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan rtimbangan. 



KOP OESA 

Nomor 
Lamp 
PerihaJ 

I {sebelaa ) berkas 
rmohonan Pencairan 

00 T I rr.!JJl!!L- 

.......... tanggal . 
Kepada 

Yth. Bupati Pinrang 
Cq. Kepala OPMD Kab.Pmrang 

o; . 

Pm rang 
Berdeearkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... 

tang dan Peraturan Deaa 
............ Nomor Tahun tentang Tahun 
ggara.n ...•......• 

Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan 
kasi Dana Desa Tahap II (Kedua) sebesar Rp. . . . . . .... , 

..................... ) dengan mclampirkan Ookumen pcndukung gaj berikut: 
laporan realis.a.ai penycrapan dan capaian kelueran ADD 
tahap I mcnunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling !ledikit sebeser 50% (lima puluh pen,en) dan rata­ 
rata capaian keluaran menunjukkan paling sedilcit 
sebesar 35% ftiga puluh lima pcrsen); dan dilampiri dokumen pendukung lainnya; 
surat pcmyataan tanggung jawab mutlak dan fakta 
intcgritaa dari Kepala Desa untuk tahap II; 
laporan perkembangan pclaksana.an kegiatan dan anggaran Tahap I: 
berita acara pemcrikaaan fisik ADD tahap I beserta 
Lampiran; 

5 fotocopy rekenmg bank; 
6 foto copy nomor pokok wajib pajak; 
7 permohonan pcncalran ADD tahap II dari Kepala Desa 

kepada Bupati cq. Kcpa]a Dinas; 
8 lembarverifikasi tingkat kecamatan tahap II; 
9 rekomendaai tim verifikasi tingkat kccamatan tahap IJ;dan 
I mengumpulkan son file Lampiran data daaar keluarga dan 

laporan potenai dan tingkat pcrkembangan desa dtbuktikan 
dengan tanda terima dari adman kabupaten;dan 

I bukti pcnyetoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan. 

I 
Kcpala Deaa . 

(nama lengkap,ttd,capJ 

. . 

Demikian permohonan ini diaJukan untuk menjadi bahan 
"mbangan. 

Tembuaan : di 
I. 
2. 
3. 
4. fertingga]· 



L\MPIRAN X 
PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR: TAHUN 2024 
TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATIJRAN BUPATT PINRANG NOMOR 2 
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA 
PENGALOKASlAN DAN PENYALURAN 
ALOKASJ DANA DESA 

CONlOH FORMAT REKOMENDASI ALOKASJ DANA DESA TAHAP I 
RTAMAJ (REGULER) 

KOP KECAMATAN 

REKOMENDASI 

1 
si tim verifikasi ttngkat kecamatan tahap I; 

·fikast tingkat kccamatan tahap I; 
etoran pajak Desa Tahun anggaran sebclumnya. 

Desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) 
belumnya; 

pemindahbukuan ADD; 
yataan tanggungrawab mutlak dan fakta integritas dari Kepala 
k tahap I; 

BPD tentang persetujuan APBDcsa; 
egiatan dan anggaran Desa; 
rja kcgiatan Des.a; 
ggaran biaya; 
kening bank; 
PWP; 

Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan 
Dcsa (PKPKO); 

Kepala Desa Desa tentang pelaksana penge\olaan keuangan 
DJ; 

Kepala Desa tcntang tim pclaksana kegiatan (TPIQ. 
uasi APBDesa; 
pemenkeaan fis1k ADD Tahap Ill bcsert.a Lampiran; 

n pcncairan ADD tahap I dari Kepala Desa kcpada Bupati cq. 

Peraturan Bupati Pinrang Nomor . . Tahun tentang 
dan peraturan desa nomor Tahun tentang 

mi Tim Vcrifikasi Kccamatan tclah mclakukan pcnclitian / 
men pengajuan Pennohonan Pcncairan Alokaai Dana Desa 
ang tcrdiri dari : 

Desa mengenai APBDesa bcsert.a Lampirannya (bcrita acara 
Desa yang di!cngkapi dengan surat undangan,notulen 

mentasi kcgiatan dan daftar hadir pesert.a rapat): 
rtanggun8Jawaban Keuangan Kepala Desa tahun sebclumnya; 

ir rea1isasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. surat 

7. 
8. 
9. 
I 0. 
II. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. bcrita a 
18. permoh 

Kepala 
19. rekome 
20. lembar 
21. bukti pe 



berkesimpul 
syarat untu 

mestinya. 

meneliti dokumen sebagaimana tersebul di etas, maka karni 
bahwa Desa dinyatakan la yak dan memenuhi 

iajukan proses pencsiran. 

rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

TIM VERJFIKASI KECAMATAN 

' 

I J 

I ••..•....••...•• 1 
I 1 
I J 

I. Koordina : Camat 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip] 

2. Ketua : Sekretaria Kecamatan 
(Na.ma Lengkap,Pangkat, Nip) 

3. Anggota Kasi PMD Kecamatan 
(Na.ma Lengkap, Pangkat ,Nip) 

4. Anggota Kaaubag program dan keuangan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

Catatan: 
• CoNt yan& d.alr. perla 

' 



CONTOH: 

.......... ten 
penclitian / 
».na Deaa t 

I. 

2. surat pe 
Desa un 

3. laporan 
Tahap I: 

4. berita a 
5. fotocopy 
6. foto cop 
7. permoh 

Kcpala 
8. lcmbar v 
9. 
10. 

II. 

mestinya. 

RMAT REKOMENDASI Al.OKASJ DANA DESA TAHAP I] (KEDUA) EGULERJ 
KOP KECAMATAN 

REKOMENDASI 

kan Pcraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun ten tang 
............. dan peraturan Desa Nomor Tahun 

.............. , kami Tim Vcrifikasi Keca.matan tclah melakukan 
rifikasi dokumcn pcngajuan Pcrmohonan Pencairan Alokaal 

ap Udua yang tcrdiri dari : 

ealisasi penyerapan dan capaian kclua.ran ADD tahap I 
rata·rata realise.si pcnycrapan paling sedikit sebcsar 

a puluh perscn) dan rate-rata capaian kclua.ran 
an paling scdikit sebcsar 35% (tiga puluh lima persen); 

piri dokumen pcndukung lainnya; 
yataan tanggung jaw ab mutlak dan fakta integrit:M dan Kepala 
k ta.hap It; 
perkcmbangan pelaksanaan kcgiatan dan anggaran 

pemeriksaan fisik ADD ta.hap I beserta Lampiran; 
kcning bank; 
omor pokok wajib pajak; 
n pencairan ADD tahap II dari Kcpala Dcsa kepada Bupati cq. as; 

· ikaai tingkat kecamatan tahap 11; 
si tim venfikasi tingkat kecamatan tahap II;dan 

updating isian profil dcsa dibuktikan dcngan Lampiran 
dan kk yang mcmuat tanggal updating dan nama dcsa;dan 
ctoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran bcrkenaan. 

mcncliti dokumcn sebagaimana tereebut di atas, maka kami 

dinyatakan layak dan memcnuhi 
jukan proses pcncairan. 

drbuat mi untuk dipergunakan scbagatmana 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

I Koordina 

2. Kctua 

3. Anggota 

4. Anggota 

C.tatan: 
• eo,..t yan.a: 

" 

: Camat 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 

: Sckretaris Kecamatan 
(Nama Lengkap,Pangk.a.t, Nip) 
Kasi PMD Kecamatan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 
Ka.subag program dan kcuangan 
(Nama Lcngkap, Pangkat ,Nip) 

a.Ir: ptorlu 

I ·I 

I ........••..... 1 

I ·····I 

I . . . . . . . . ..... 1 



CONTOH so 
(REGULER) 

tentang . 
/ verifikasi 
tahap Ketiga 
I. laporan 

DoM 
penyer 
rata-rat 
75o/o (tu 
tahap !I 
Jainnya; 

2. aurat pe 
Desa un 

3. !aporan 
dengan 

4. 
5. 

·- 7. 

8. lemba.r v 
9. 
10. 

1 I. bukti 
telah meneh 
berkesimpula 
syarat untuk 

mestinya. 

T REKOMENOASJ ALOKASI DANA DESA TAHAP II! (KETIOA) 

KOP KECAMATAN 

REKOMENDASI 

sarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor ... Tahun .... tentang 
................ dan Peraturan Desa Nomor Tahun . 
..... kanu Tim Verifikas.i Kecamatan telah melakukan penelitian 
umen pengajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Oesa 
g terdiri dari : 
"sasi penyerepen dan capaian keluaran Alokasi Dana 
pai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisaai 

paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh per-sen) dan 
paian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 

h puluh hma persen) dari Alokasi Dana Desa sampai dengan 
g telah disalurkan; dan dilarnpiri dokumen pendukung 

ataan tanggung jawab mutlak dan fakta mtegrit.as dari Kepala 
tahap JU; 

rkembangan pela.ksanaan kegiatan dan anggaran sampar 
ap 11; 

pemeriksaan fisik ADD Tahap JI beserta Lampiran; 
kening bank; 
mor pokok wajib pajak; 

n pencairan ADD tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati cq. 

fikasi tingkat kecamat.an tahap 111; 
si tim verifikasi tingkat keca.matan tahap HI; 
lkan soft file Lamprran data dasar keluarga dan laporan 

tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda terima 
kabupaten;dan 
toran pajak Desa tahap II tahun angg.aran berkenaan. 
dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami 

wa Desa dinyatakan layak dan memenuhi 
iukan proses pencaim.n. 

drbuat ini untuk dipergunakan sebagaimana 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

I. Koordina 

2. Ketua 

3. Anggot.a 

4. Anggot.a 

Catatan: 
* Cont ,ani 

" 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

: Carnal 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 

: Sekretaris Kecamatan 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 
Kasi PMD Kecamatan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 
Kasubag program dan keuangan 
(Na.ma Lengkap, Pangkat ,Nip) 

k perl11 

I -I 

I ) 

I I 

I ••..•.......... -1 

! 



CONTOH FO 
(REGULER M 

tentang . 
I verifikasi d 
tahap pe·,wm 
I. peratu 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. au rat 

Deuu 
7. 
8. 
9. 
I 0. 
II. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. berit.a a 
18. pormoh 

Kepala 
19. rekome 
20. lembar 
21. 

22. bukti 

tolah meneli 
berkesimpu\ 
syarat untuk 

AT REKOMENDASI ALOKASI DANA DESA TAHAP I (PERTAMA) 
DIRI) 

KOP KECAMATAN 

Rl.':KOMENDASI 

kan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang 
................ dan Peraturan Des.a Nomor Tahun 
..... kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan penelitian 

men pengajuan Pennohonan Pencairan Alokasi Dana Dcsa 
ang terdtri dari : 
Des.a mengenru APBDesa beserta Lampirannya (berita acara 

Desa yang dilengkapi dengan surat undangan,notulen 
mentasi kegiatan dan daftar hadir peserta rapat); 
rtanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun sebelumnya; 

ir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 

Deaa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDeaa) 
belumnya; 
sa pemindahbukuan ADD; 
yataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari Kepala 
k tahap I; 
BPO tentang persetujuan APBDeaa; 

egiatan dan anggaran Deaa; 
erja kegratan Desa; 

ggaran bia,ya; 
kening bank; 
PWP; 

Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan 
Deaa (PKPKD); 

Kepala Desa Deaa tentang pelaksana pengelolaan keuangan 
); 
Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan {TPK). 
uasi APBDesa; 
pemeriksaan fisik ADD Tahap Ill be&erta Lampiran; 

an pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. 

asi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I; 
fikaai tingkat kecamat.an tahap I; 

updating iaian profil deaa dibuktikan dengan Lampiran 
dan kk yang memuat tanggal updating dan nama desa 
etoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya. 

dokumen sebagaimana tersebut d1 atas, maka kami 
bahwa Desa dinyatakan Jayak dan memenuhi 

lukan proses pencairan. 

\ 

- --,"-- 



mestinya. 
De kian rekomendasi drbuat ini untuk dipergunakan sebagaimana 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

TIM VERIF!KASI KECAMATAN 

I 

( ...•••••••....•• J 

( .•........••..... J 

( ••••.......••••.• J 

( .......•....••... J 

I. Koordina : Camat 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 

2. Ketua : Sekretaris Kecamatan 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 

3. Anggota Kasi PMD Kecamatan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

4. Anggota ; Kasubag program dan keuangan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

C.tab.a: 
* Coret yanc dak perlu 

" 



CONTOH 
(REGULER MAT REKOMENDASJ AWKASJ DANA DESA TAHAP 11 (KEDUA) NDIRI) 

KOP KECAMATAN 

REKOMENDASI 

.................. 
tentang . 
I verifikasi 
tahap Kedu 
I. laporan 

,. surat 
Desa un 

3. laporan 
Tahap J; 

4. berita a 
5. fotocopy 
•• roto cop 
7. permoh 

Ke- 
8. lembar v 
9. rckomen 

10. 

I I. 

telah menel' 
berkcsimpul 
syarat untuk 

mcstinya. 

sarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor ... Tahun .... tentang 
................. dan Pcraturan Desa Nomor Tahun 
.. .... kami Tim Vcrifikasi Kccamatan tclah melakukan pcnelitian 
kumcn pengajuan Permohonan Pencearan Alokas1 Dana Desa 

g tcrdiri dari : 
ealisa.si penyerapan dan capaian kcluaran ADD ta.hap J 

rata-rata realisasi penyerapan paling eedikit scbcsar 
a puluh pcrscn) dan rata-rata capaian kcluaran 
an paling sedikit scbcsar 35o/o (tiga puluh lima persen); 

piri dokumcn pendukung lainnya; 
ysta.an tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari Kcpala k tahap II; 
pcrkembangan pclaksanaan kcgiatan dan anggaran 

pcmcriksaan fierk ADD tahap I bescrta Lampiran; 
kening bank; 
omor pokok wajib pajak; 

pcncairan ADD tahap II dari Kcpala Desa kcpada Bupati cq. as; 
1kasi tingkat kccamatan tahap II; 

si tim vcrifikasi tingkat kccamatan tahap ll;dan 
lkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan 

tingkat pcrkcmbangan dcsa. dibuktikan dcngan tanda tcrima 
kabupatcn;dan 
etoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan. 

dokumcn 9Cbagaimana tcrscbut di atas, maka kami 
bahwa Desa .•.•.......•..•.....•.. dinyatakan layak dan memcnuhi 
jukan proses pcncairan. 

ian rckomcndasi dibuat ini untuk dipcrgunakan sebagaimana 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

I 

( ) 

( ) 

( ) 

( , 

I. Koordinat : Camat 
(Nama Lengkap,Pangk.at, Nip) 

2. Kctua : Sckrctaris Kccamatan 
(Na.ma Lengkap,Pangkat, Nip) 

3. Anggota Kasi PMD Kceamatan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

4. Anggota Kasubag program dan kcuangan 
{Nama Lcngkap, Pangkat ,Nip) 

Catat-: 
* Co�t yaa1 ak pedu 



I 

LAMPIRAN XI 
PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR: TAHUN 2023 
TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PINRANO NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENT ANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

CONTOH FORMAT MBAR VER!F'IKASI TINOKAT KECAMATAN ADD TAHAP I (PERTAMA) (REGULER) 

LEMBAR VERJF SI TIM KECAMATAN ADD TAHAP I (PERTAMAJ TAHUN ................... 
OBA ' lliECAMATAN ' 

NO. ........ lfHGIU.P TI ... Pt:NIEI.ASAN 

"""""' ,. peraturan 0.M mengenai 
APBDcsa rta Lampirannya 
(berita aca usyawarah Dcsa 
yang dilen •• dengan au rat 
undangan,n !en 
rapat,doku tasi kegiatan dan 
daftar hadir serta rapat); ,. laporan ggungjawaban 
Keuangan la 0.M woun 
sebelumnya; 

,. laporan " rea1iaaai 
pelakaanaan kegiatan dan =- sebelumnya; 

•• peraturan D tentang rencana 
kerja erintah deaa 
(RKPDesaJ T n 11ebelumnya; 

5. surat kua mindahbukuan 
ADD; ,. surat pernyataan 
tanggungjaw mutlak •= fakta integri dari Kepala Dcsa 
untuk tahap ,. Keputuaan BPD ten tang 
peraetujuan BDesa; 

• rencana kcgi dan anggaran 
OeM· • ,. rencana kerj egiatan Desa; 

ro, rencana an biaya; 



pemeriksaan fisik 
Ill beserta 

11. ning bank; 

12. p 

ll. kcputusan epala Desa tentang 
pemegang kckuaaa.an 
pengelol keuangan peee 
(PKPKD); 

"· epela De,a Deaa 
eana pcngelolaan 

keuangan (PPKO); 
rs. kcputusan pa.la Desa tentang 

dm pelaksa kcgiatan (TPKJ. 

16. 

"· 

,. pennohona pcncairan ADD 
tahap I dari pala Desa kepada 

"· ... lembar tingkat 
kecamatan 

"· bukti peny 
sebelumnya. 

CATATAN: 

Pin rang, . 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

I. Koordinator 

2. Ketua 

3. Anggota 

4. Anggota 

., 
a Lengkap,Pangkat, Nip) 

i PMD Kecamatan 
ma Lengkap, Pangkat ,Nip) 

ubq program dan keuangan 
ama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

I J 

(. .. . . . . I 

I J 

I ( 

I 

• 



\l(RIFIKASI TIM KECAMATAN AOOTAHAP U IKEDUAj TAHUN. __ •••.•.....•••• 

\l(lltflKASI TING KAT K(CAMATAN ADD TAHAP 11 !KEDUAj (R(GUl!R) 
CONTOH: FORMAT LEM 

...... 
IECAMATAN 

NO. 

1. laporan 

capaian 
mernrnju 
sedikit se 
puluh 
di.lampiri 

realisasi 
capaian 

tahap I 

ra.ta-rata 
keluaran 

paling 
35o/o (tiga 

ya; 

l(NGIAI" TIDAi( .. ....... PENJEI.ASAN 

,. 

2. surat taan tanggung 
jawab mu dan fakta 
integritas kepala Desa 

untuktahap � ·�����-!���+-���-+�����������" laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran T ap I: 

tingkat 

verifikasi 
tahap 

ncairan ADD 
kepa1a Desa. 

cq. Kepe.la 

meriksaan fisik 

pdating isian 
ktikan dengan 
uduk dan kk 

ranggal 
desa; 

berita acara 
ADD tahap I 
fotocopy rck 

rckomendasi 
tingkat k 
II;dan 
melakukan 
profil desa di 
lampiran pe 
yang me 
updating dan 

7. pennohonan 
tahap II d 
kepada Bu 
dinas ; 

6. foto copy n 
pajak; 

• 
,. 

&. lembar 
kecamatan 

in 

,. 

1, 



11. bukti pen to;;;cracn::---;"";:, "ak;;;--,,°"'8 c;:;;f---t----+------------I 
tahap I ahun anggaran 
berjalan. 

CATAT"-N: 

Plnr�ng. ···-·················· .. ·······---·············-· 

TIM VERWIKASI KECAMATAN 

l. Koordinator 

2. Kctua 

3. Anggota 

... Anggota 

" 

"' ma Lengkap,Pangkat, Nip) 

reiara Kecamauan 
ma Lcngkap,P&ngkat, Nip) 

si PMD Kecamatan 
Lcngkap, P&ngkat ,Nip) 

{ ..•...••.....• -1 

1 ...•...••.....••• 1 

! ) 

[ ) 



I 

PENJ!I..ASAN nou 
LENGICAP 

file 
asar keluarga 
potenai clan 
bang.an desa 

VfftlFIKASI TINGKAT KfCAMATAN AOOTAHAP 111 (KETIGAj (11:EGULEIIJ 

realisasi 
dan capaian 

lokasi Dana 
dengan tahap II 

rata-rata 
ycrapan paling 
besar 90% 

puluh pereen] 
ta capaian 

menunjukkan 
rendah eebesar 

puluh lima 
Alokasi Dana 

dengan tahap II 
isalurkan; dan 

dokumen 

tim verifikasi 
tan tahap Ill; 

'- 

75% 

menunju 
realisasi 
rcndah 
{Sembilan 
dan 

,. au rat 
jawab dan 
integritas kepala Deu 
untuk taha I· • 

3. laporan perkembangan 
pelaksan kegi.atan dan 
anggaran pal dengan 
Taha 1, • meriksaan fiaik 

II beeerta 
lampiran; 

s. fotocopy rek 

,. (oto copy n wajib 
pajak; ,. ncairan ADD 

kepala peee 
eq. Kopala 

dines; 
e. Jembar tingle.at 

NO. 

,. 

"- 

COHTOH: FOftMAT UM 

.... 
KfCAMATAN 

•• 



dibuktika 

u 

berkenaan 

CATATAN: 

tanda 
min kabupaten; 

un angga.ran 

Pinr11n&, ·-···· ... ········• ... ••····-··· ••.......••••..•. 

TIM VERltlKASI KECAMATAN 

I. Koordinatot 

2. Kctua 

J. Anggota 

4. Anggota 

' 

•• 
ma Lcngkap,Pangkal, Nip) 

taris Kecematan 
U:ngkap,Pangkat, Nip) 

( ) 

( ) 

I •..••.......•.•.. 1 

I J 

t 



PENJELASAN LENGKAP TIDAK 
LENG KAP 

ten tang 

Desa tentang 
kekuasa.an 

Deu 

biaya: 

SJ TIM KECAMATAN ADD TAHA? I (PERT AMA) TAHUN . 

dan anggaran 

pemyataan 
mutlak dan 

dari Kepala Desa 

pemindahbukuan 

rea.lisasi 
kegiatan dan 

n scbelumnya; 

men gen al 
rta Lampirannya 

musyawarah Desa 
pi dengan surat 

ulcn 
ntasi kegiatan dan 
scrta rapat); 

tentang rcncana 
deea 

un sebetumnya; 

rtanggungjawaban 
pa1a Deaa tahun 

6. 

4. peraturan 
kcrja 
(RKPDesa) T 

7. Keputusan 

I. peraturan 
APBDesa 
(berita ac 
yang dilen 
undangan, 
rape.t,doku 
daftar hadi 

3. laporan 
pelakaanaa 
an....,.n 

5. surat 
ADD; 

2. laporan 
Keuangan 
scbelumnya 

10. rencana an 

8. 

9. 

13. keputusan K 
pemcgang 
pengelolaan 
(PKPKD); 

NO. 

CONTOH FORMAT MBAR VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN ADD TAHAP I fPERTAMA) 

DESA 
KECAMATAN 

" 



16. lembar ev 

pala Desa tentang 
kegiatan (TPK). 

eebelumnya. 

17 pemeriksaan fisik 
p Ill beeerta 

18 pennohona pencairan ADD 
tahap Ida epala Deaa kepada 
Bupati cq. a Dinas; 

19 rekomenda tim verifika& 
tingkat kec atan tahap I; 

20 lembar tingkat 
kecamatan p I; 

21. ting isian pmfil 
dOM di tik= dengan 
Lampiran ·= kk 

updating 

22 bukti peny 

Pin rang, . 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

I. Koordinator 

2. Ketua 

3 Anggota 

4. Anggota 

a, 
a Lengkap,Pangkat, Nip) 

tans Kecarnatan 
a Lengkap,Pangkat, Nip) 

i PMD Kecamatan 
a Lengkap, Pangkat ,Nip) 

ubag program dan keuangan 
ama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

1 ....•....•••.•. ) 

1 ) 

1 ) 

I J 

1 



CONTOH: FORMA EMBAR VERJFIKASI TING KAT KECAMATAN ADO TAHAP JI (KEDUA) (REGULER MANDI 

KASJ TIM KECAMATAN ADD TAHAP II (KEDUA) TAHUN . 
DESA 
KECAMATAN 

I 

PENJELASAN LENGKAP TIDAK 
LENO KAP 

tingkat 

ncairan ADD 
kepala Desa 

Kepa]a 

tim verifikasi 
tan tahap 11; 

meriksaan fisik 
I be&erta 

perkembangan 
kegiatan dan 
ap I: 

taan tanggung 
dan fakta 

· kepala Desa 

realisasi 
capaian 

tahap ! 
rata-rata 

yerapan paling 
50% (lima 

dan rate-rate 
keluaran 

paling 
sar 3So/o (tiga 

persen); dan 
dokumen 

lru,,�ya; 

son file 
dasar keluarga 

dan potensi dan 
bangan desa 

engan tanda 
terima dari a in kabupaten; 

3. 

ADD 
tampiran; 

s. fotocopy rek 
6. foto copy n 

pajak; 

4. 

I. laporan 

2. 

capaian 
menunju 
sedikit se 
puluh li 
dilampiri 
pendukun 

7. permohonan 
tahap II d 
kepada Bu 
dinas; 

8. lembar 
kecamatan 

9. 

NO. 

" 



11. bukti pen 
tahap I 
berjalan 

CATATAN: 

un anggaran 

Pinrang, . 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

1. Koordinator 

2. Ketua 

3. Anggota 

4. Anggota 

•• 

., 
Lengkap,Pangkat, Nip) 

i PMD Kecamatan 
ama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

subag program dan keuangan 
Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

( ) 

( ) 

I J 

I ( 
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FOffl"IIU EIC'rita acara p,,me 

pemcriksaan 
L . 

2. . . 
3. . . 

I..AMPIRAN XIII 
PERATURAN BUPATI PINRANO 
NOMOR : TAHUN 2023 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATI.JRAN 
BUPAT! PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

keg!atan lisik 

ERJTA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN F'ISIK 

............ tanggal tahun telah dilaksanakan 
a prasarana pembangunan fisik olch pcmcriksa fisik yang mcliputi: 

Berdasar hasil pcmeriksaan dcngan kondisi O, 50, 100 %, maka pemcriksa fisik 
berkcsimpulan wa sarana prasarana pcmbangunan fisik yang teJah dipenksa diatas, 
telah seeuai den design dan rab. 

Demilcian bcrita ini dibuat untuk dipergunakan scbagaimana mcstinya 

Mcngetahui : 
Kcpala Cesa . 

........................... 

•• 

drketahus 

Tim Pelaksa.na Kcgiatan 
dipcriksa oleh: 

Tenaga Pendamping Profesiona1 

I 



FORMAT 1.AMPIRAN PEM lli:SAAN KEOIATAN 

Kabupeten : 
Tanagal ; 
Pl,kerjaan yang diperiksa: 

Catalan 
Pemertksaan Kuallta.s pekcrjaan 

Scsue.J 

Ukumn/d!mensl 
Jumlah 
/volume 

di-0--' 

Bllhan dllll alat ---- di ri , .......... ... ..,., ...... ..� ... 
-· vlbsee 

Mcngctahu, : 
li:ep,,Ja De11a, Tim ""'1D.ksana Kegiatllll 

Deaa tanggal .•..•............ 

Pemeriksa, 

············ ·············· .... . ... .. .. ········ .. ··········· ········· ... I 

• 



�MPIRAN XfV 
PERAnJRAN BUPATI PJNRANO 
NOMOR ; TAHUN 2023 
TENTANO PERUBAHAN ATAS PERAnJRAN 
BUPATI PJNRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANO TATA CARA PENOALOKASJAN 
DAN PENYALURAN ALOKASJ DANA DESA 

KOPSURAT 

Pin rang, . 

Nomor 
l..ampinm 
PerihaJ 

..... / ··········· / . 

eapa11Uaa Tetap 4aa 
KepuP Deu, 

t,t- 4aa BPD 
.... ( ) 

Kepada 
Yth. Bupati Pinrang 

Cq. Kepala DPMD Kab.Pinrang 

di, - 
Pinrang 

Tunjangan Kepala Del!la Rp. 

Tunjangan Kaur ..... Rp. 

I 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp . 

Siltap Kasi .... 

Siltap Kaur ..... 

Siltap Sekretarie Des.a 

Siltap Kadus ..... 

Tunjangan Kasi ..... 

Tunjangan Kadus . 

Tunjangan Sekrctaris Desa Rp. 

I. Siitap Kepala Deaa 

P.qh.uJ.laa. Tetep Kepale Deu., Nkntert. de .. ,kaur/kul 
clan kepala duaun 

Berdasarkan Pcraturan Bupati ten tang 
.......................... dan Peraturan Deae. Nomor ... Tahun .... 
tang . 

Sehubungan hal tersebut, maka dengan ini dimohon 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, 

gkat 0esa dan BPD Bulan..... Tahun sebesar 
........... ( 1 untuk dicairkan dengan rincian aebagai 

t: 

•• 



• Tunjanp.n S.dan Permuayalhratan De- fBPDJ 
I. Tunjangan Kctua BPD Rp. 
2. Tunjangan Wakil Kctua BPD Rp. 
3. Tunjangan Sckretaris BPD Rp. 
4, Tunjangan Anggota BPD... Rp . 

.Jumla:h 

lw,o1ah Total Pen1haaJlan Tetap dan Tunjanpn Kapala o.-, 
raDf;b.t d- Tunjanpn BPD 

.. . . . . . . . .. . . ... . . .. . 
................................ ······ ······ ) 

4. 

Ocmikian permohonan ini, alas 
uannya diucapkan tcrima kasih. 

d Yth: 
bupatcn Pinrang; 

Kabupatcn Pinrang 
i Tcmpat 

•• 

pcrhatian dan alas 

Kcpa.Ja Desa , 

........ ····· . 

I 
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